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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Indonesia adalah negara hukum yang tidak terlepas dari aturan 

hukum itu sendiri, Aturan hukum menjadi bagian dari landasan setiap 

masyarkat dalam kehidupan bernegara. hal tersebut telah tercantum 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan 

mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, 

maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. 

Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya 

masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga 

mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kedudukan 

setiap orang sama di hadapan hukum (equality before the law), maka 

hukum harus menjadi pedoman universal bagi masyarakat. Adapun 

Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna 

menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, 

serta keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dari adanya hukum 

tersebut agar tidak merugikan hak dan kepentingan setiap manusia.    

Adanya aturan hukum di Indonesia dalam hal hukum itu sendiri 

yaitu untuk menjaga hak, keamanan jiwa dan raga masyarakat. Berkaitan 

dengan hukum yang mana merupakan "aturan-aturan hukum yang 

membatasi suatu perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu 
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pula yang mengakibatkan terjadinya suatu akibat yang berupa akibat 

hukum tersebut”, dengan adanya aturan hukum diharapkan mampu 

memenuhi asas hukum itu sendiri salah satunya efektivitas dari aturan 

hukum tersebut. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, 

keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat 

dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam 

melakukan interaksi dengan orang lain. 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur dengan 

penduduk dan pendatang yang begitu padat dan ramai, ada yang 

menempuh pendidikan dan bekerja di Kota Surabaya ini menjadikan 

timbulnya berbagai permasalahan hukum yang sangat komplek 

didalamnya salah satunya yaitu problematika hukum terkait perparkiran. 

Dengan adanya juru parkir liar yang semakin banyak di wilayah Surabaya 

yang mana wilayah Surabaya terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu  

wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya 

Selatan dan Surabaya Pusat. Hampir di setiap wilayah tersebut terdapat 

juru parkir liarnya contohnya di salah satu minimarket yang ada di 

Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya Barat yang sudah jelas terdapat 

tulisan “Bebas Parkir” namun masih tetap saja ada juru parkir yang berada 

di minimarket tersebut. 

Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dalam 

kehidupan Masyarakat Surabaya khususnya dalam menempuh pendidikan 

1
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berkelanjutan serta tuntutan pekerjaan yang mana selalu membutuhkan 

alat transportasi untuk menunjangnya. Kebutuhan akan ruang parkir juga 

menjadi terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan sebagai bagian dari 

realitas masyarakat sayangnya masih belum diantisipasi dengan baik dari 

sisi pengaturan dan penyediaan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir ini 

tidak diikuti dengan penyediaan ruang parkir yang memadai, sehingga 

seringkali berakibat kepada parkir dobel, parkir di tempat yang dilarang 

dan banyak pelanggaran parkir lainnya. Kondisi ini, mau tidak mau harus 

diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kota dengan 

menyediakan ruang parkir yang memadai. Diperlukan adanya upaya untuk 

mengendalikan ruang parkir dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan 

menyangkut tarif parkir, kebijakan waktu serta pembatasan ruang parkir.1 

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat bagi semua 

kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, 

terutama di kawasan-kawasan yang ramai seperti pusat pendidikan, 

perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Surabaya sendiri 

merupakan kota besar yang memilik tempat wisata sangat banyak 

sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan, namun tidak 

semua juru parkir di Kota Surabaya adalah juru parkir resmi yang dimana 

sudah memiliki izin dari pemerintah. Petugas parkir/juru parkir yang resmi 

adalah petugas juru parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas 

                                                            
1  Iskandar Abubakar, Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 

(Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011), hlm. 2-3. 
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Perhubungan yang ditandai dengan adanya atribut yang berupa rompi 

petugas parkir, topi, dan peluit, semakin bertambahnya tukang parkir 

semakin banyak pula tukang parkir liar yang juga melakukan pungutan liar 

atau sering disebut dengan “Pungli”. Munculnya juru parkir liar di Kota 

Surabaya yang meresahkan masyarakat khususnya para mahasiswa karena 

adanya unsur premanisme atau pemaksaan. Biaya parkir yang tidak sesuai 

dengan tingkat kebutuhan dan pelayanan yang diberikan membuat 

masyarakat merasa keberatan dengan adanya tukang parkir liar ini.  

Parkir merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas di 

kawasan perkotaan. Kebijakan tentang parkir harus dilakukan secara 

konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan 

pada tujuan yang sama. 2  Saat ini Kota Surabaya ada peraturan yang 

mengatur tentang parkir umum, namun masih adanya oknum-oknum 

parkir liar, sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. tetap membutuhkan lahan untuk memarkirkan kendaraan. 

Permasalahan dari tempat parkir tersebut apakah benar-benar dikelola 

sesuai dengan atauran yang berlaku atau hanya sebagai bisnis pribadi 

(perseorangan), karena fakta yang terjadi di tempat parkir tersebut 

dikenakan tarif parkir atau tidak yang menjadi problematikan hukum 

dengan adanya juru parkir liar di tempat parkir tersebut serta bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di tempat tersebut. 

                                                            
2 Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas 

Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

1
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Aturan tentang penyelenggaraan parkir di Indonesia telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 “Parkir 

adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 

saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Fasilitas parkir, secara lebih rinci 

diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: Penyediaan 

fasilitas parkir umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik 

jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Kota Surabaya sendiri memiliki 

peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan 

perparikran yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. 

Tempat parkir sangat membantu masyarakat dalam kegiatan 

sehari-hari, namun juga masih ada masyarakat yang mengeluh tentang 

layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini 

ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah 

perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti 

dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi 

tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang 

kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan 

pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia 

tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat 

perparkiran 

7
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Tempat parkir sejatinya memang rentan terhadap berbagai macam 

tindak pidana karena juru parkir atau petugas parkir yang memang tidak 

mengawasi dengan benar maupun sarana yang kurang mumpuni seperti 

adanya kamera pengawas, mungkin sudah banyak penyedia layanan 

perparkiran yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu 

dalam melakukan pengawasan, namun tempat parkir yang berada di 

pinggir jalan sudah pasti tidak melakukan hal tersebut dan disinilah yang 

marak terjadi pelanggaran mulai dari pencurian sampai pengerusakan 

barang-barang tertentu.3 

Efektivitas hukum ini diharapkan mampu dan memenuhi aturan 

dan tatanan yang ada serta terjadi di masyarakat baik di masa sekarang 

maupun masa mendatang. Efektivitas hukum sendiri melihat hukum dari 

aspek yang lebih luas dengan menggunakan cinta yang didasari dengan 

rasa kebijaksanaan dalam melihat suatu aturan atau bentuk yang terjadi 

dalam hukum yang ada tersebut. Tanpa adanya cinta dari masyarakan akan 

hukum maka hukum itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya 

begitupun dengan adanya hukum yang ada saja tanpa didasari dengan rasa 

bijak maka hukum tidak akan mencapai adil dan manfaaat.  

Memahami, melaksanakan dan mematuhi aturan hidup yang ada 

juga harus didasari oleh rasa cinta dan bijak, karena keduanya merupakan 

satu kesatuan atau komponen yang saling melengkapi satu sama lain. Hak 

dan kewajiban nantinya dapat terwujud dengan adil, sejajar serta saling 

                                                            
3 David M. L. Tobing, S.H., M.KN, Parkir&Perlindungan Hukum Konsumen, (Jakarta: Timpani, 

2007). 

1
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terpenuhi karena adanya rasa cinta dan bijak dalam menerapkan hukum, 

dengan adanya aturan hukum ini diharapkan mampu melihat dari segi atau 

sudut pandang yang lebih luas dalam memahami dan menerapkan aturan 

hukum tersebut agar nantinya hukum juga dapat berjalan dengan efektif 

agar tercapai efektivitas hukum. 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud 

untuk mengkaji tentang pengawasan dan bentuk perlindungan hukum 

terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya melalui penulisan 

hukum yang berjudul "Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terhadap 

Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya", dengan mengangkat 

rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di 

Kota Surabaya? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di Kota 

Surabaya? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka penulis 

memiliki tujuan, antara lain:    

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pengguna parkir di Kota Surabaya 

11
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1.3. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam 

penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat ganda, yakni manfaat 

teoritis dan praktis:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan 

ilmu hukum khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan 

hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

dinas terkait yang bekerja dan mengurusi perparkiran di Surabaya 

dengan tujuan untk melaksanakan penegakan hukum yang jauh 

lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan 

oleh juru parkir agar tidak ada lagi juru parkir liar di wilayah 

Surabaya. 

b. Bagi Dinas Perhubungan, dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

anggota Dinas Perhubungan khususnya Dishub Kota Surabaya 

terkait dalam melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih 

baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh 

juru parkir. 

c. Bagi Juru Parkir, dapat membuat efek jera bagi juru parkir liar 

sehingga mereka dapat taat pada hukum yang berlaku dan tidak 

1

1

1

1
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mengulangi perbuatannya lagi serta dapat diamalkan dan 

diterapkan 

d. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

bagi masyarakat dan tidak terjadi lagi pungutan liar yang dilakukan 

juru parkir terhadap masyarakat.  

e. Bagi Mahasiswa, diharapkan menjadi alternatif referensi dan 

pedoman bagi peneliti lain serta memberikan jawaban terhadap 

masalah yang diteliti. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami 

obyek yang dapat menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

Menurut Soerjono Soekanto," Penelitian adalah kegiatan yang hati- hati 

tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk 

mengembangkan pengetahuan manusia".4  Selanjutnya Soerjono Soekanto 

mengemukakan "Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk 

                                                            
4 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris  (Jakarta: IND-HILL-Co, 

1990), hlm. 5. 

1
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kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul 

dalam segala hal yang bersangkutan”. 5 

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan secara terarah 

dan sistematis dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode 

penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a.  Metode Pendekatan  

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum menurut Peter Mahmud 

Marzuki: 

a. pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

b. pendekatan kasus (case approach), 

c. pendekatan historis (historical approach), 

d. pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

e. pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang 

menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual dan pendekatan kasus.  

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu 

hukum yang sedang bahas. Pendekatan perundang-undangan 

                                                            
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,2006), hlm. 84. 

1
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(statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem 

yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :  

- Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di 

dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya 

secara logis; 

- All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada 

sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; 

- Sistematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan 

yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun 

secara sistematis (haryono). 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan ini 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dan Pendekatan penelitian ini 

dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam 

suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara 

pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama 

dalam melakukan pemilihannya. 

3. Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan ini bertujuan 

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai 

kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat 

13
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dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi 

fokus penelitian. 

 Jadi, Pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh 

penulis yaitu lebih pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. 

Pendekatan konseptual yaitu digunakan ketika penulis berpegang 

pada aturan atau peraturan yang ada. Dalam hal ini, penelitian 

didasarkan pada implementasi pada Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota 

Surabaya dan Pendekatan kasus yaitu pada permasalahan yang terjadi 

akibat adanya masalah atau problematika yang terjadi di masyarakat 

namun tidak sejalan dengan peraturan yang ada yaitu tidak sejalan 

atau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya fakta 

yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 Metode perundang-undangan mengacu pada pemanfaatan 

peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan masyarakat. 

Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah sistematis yang 

digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan memeriksa 

penalaran hukum dari perspektif normatif. Penelitian hukum normatif 

bercirikan pendekatan ilmiah yang berfokus pada hukum itu sendiri 

sebagai pokok bahasan utamanya. Pendekatan konseptual digunakan 

ketika peneliti berpegang pada aturan yang ada. Dalam hal ini, 

1

3
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penelitian didasarkan pada implementasi Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran 

Di Kota Surabaya. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mengacu 

pada dokumen yang mengikat secara hukum seperti undang-undang, 

peraturan, dan peraturan terkait lainnya. Sumber hukum utama yang 

digunakan adalah undang-undang dan peraturan yang secara langsung 

relevan dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan. Secara 

khusus, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan 

pendukung tambahan. 

Penelitian hukum normatif mengandalkan bahan hukum sekunder 

untuk analisis. Bahan hukum sekunder mengacu pada informasi yang 

tidak dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Bahan 

hukum sekunder diperoleh melalui analisis bahan hukum relevan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran di Kota 

Surabaya. 

a. Bahan Hukum Primer: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

16
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan 

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya 

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir 

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari seperti buku-buku, 

hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel, pendapat para ahli hukum 

dan lain-lain yang berkaitan dengan tesis. 

 

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

 Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum merupakan bagian 

terpenting dalam suatu penelitian. Studi Kepustakaan, yaitu Teknik 

Pengumpulan bahan hukum dengan cara menulis, mencari mencatat 

dan mempelajari melakukan berbagai macam, berupa bahan-bahan 

studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif. pengumpulan 

bahan hukum tersebut dihasilkan dalam bentuk penelitian yang 

bersumber dari perundang-undangan atau studi penjelasan terhadap 

buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, serta dokumen yang 

3
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berkaitan dengan materi penulisan yang be.rkaitan de.ngan 

pe .nye .le.nggaraan pe.rparkiran di Kota Surabaya.  

 Me .tode. pe .ngumpulan yang digunakan dalam pe .ne .litian ini adalah 

te.laah pustaka atau dokume .n, khususnya pe .ngumpulan bahan hukum 

yang dipe.role.h dari studi pustaka yang ada. Bahan pustaka yang 

digunakan untuk me .ngkaji masalah hukum me .liputi buku-buku 

pustaka yang me .mbahas satu atau be .be .rapa topik hukum, se .pe .rti 

skripsi, te.sis dan dise.rtasi. Se.lain itu jurnal, pe .raturan pe .rundang-

undangan, dokume .n re.smi, dan sumbe .r pustaka lain yang re.le .van dan 

saling me .nguatkan yang be .rkaitan de .ngan pokok bahasan pe .ne .litian 

juga dise .rtakan. 

d. Analisis Bahan Hukum Me .tode. Pe .nde .katan 

 Analisis bahan hukum adalah prose.s me .ngurutkan ke.dalam suatu 

pola, kate.gori dan satuan uraian dasar se.hingga dapat dite.mukan te.ma 

se .rta dapat dirumuskan hipote.sis ke.rja. Tujuan adanya analisis bahan 

hukum untuk me .ngorganisasikan hasil yang dipe .role.h. Se .te.lah bahan 

hukum dipe .role.h dan te.rkumpul de .ngan me .tode . pe .ngumpulan yang 

te.lah dije.laskan di atas, maka pe .nulis akan me .nge .lola dan 

me .nganalisis bahan hukum te .rse.but de.ngan me .nggunakan analisis 

de .skriptif kualitatif. Analisis de.skriptif kualitatif adalah suatu te.knik 

yang me .nggambarkan bahan hukum yang te .lah te.rkumpul dan 

dipe.role.h untuk me .mpe .role.h gambaran se.cara umum dan me .nye .luruh 

te.ntang ke .adaan yang se.be .narnya. 

8
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 Analisis bahan hukum se .bagai tindak lanjut prose.s pe .ngolahan 

analisis me .rupakan ke.rja se.orang pe.nulis yang me .me .rlukan ke .te.litian 

dan pe .ncurahan daya pikir se.cara optimal. Analisis bahan hukum 

yang dikumpulkan ole.h pe .nulis, biasanya me .lalui pe .nde .katan 

kuantitatif dan atau kualitatif. Pe .milihan te.rhadap analisis yang 

dilakukan he .ndaknya se.lalu be.rtumpu pada tipe. dan tujuan pe .ne .litian 

yang te.rkumpul. 

 Untuk me .nganalisis bahan hukum yang dipe.role.h akan digunakan 

me .tode . analisis normatif. Me .rupakan cara dalam me .ndiskusikan dan 

me .nje .laskan bahan hasil pe .ne.litian be.rdasarkan pada pe .nge .rtian 

hukum, norma hukum, te.ori-te .ori hukum se .rta doktrin yang be .rkaitan 

de .ngan pokok pe .rmasalahan. Dalam analisa ini juga dipe .rlukan 

ke .te.rangan atau hasil pe .mikiran se .ndiri, ke .mudian dihubungkan 

de .ngan fakta-fakta yang be.rsangkutan de.ngan me .nggunakan hasil 

ke .te.rangan atau pe.mikiran dan me .lalui prose.s yang khusus dan 

dipe.role.h dari ke.simpulan te.rhadap pe .rmasalahannya. 

 

1.5. Kajian Teoritis 

1. Pe .nge .rtian, Ke .dudukan, Fungsi Dan Arti Pe.nting Asas-Asas Umum 

Pe.me.rintahan Yang Baik (AUPB) 

a. Pe .nge .rtian AUPB 

Tindakan atau campur tangan pe .me .rintah dalam konse .p 

ne .gara ke.se .jahte .raan (we .lfare. state.) se.bagai pihak yang 

2
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be .rtanggung jawab untuk me .wujudkan ke .se.jahte.raan dan 

ke .makmuran warga masyarakatnya se .makin be .sar. Se.bagai ne .gara 

hukum, maka tindakan pe .me .rintah untuk me .mbe .rikan 

ke .se.jahte.raan te.rse.but juga harus be.rdasarkan pe.raturan 

pe .rundang-undangan yang be .rlaku atau se .ring be.rtindak 

be .rdasarkan diskre.si/fre .ie.s e .rme .sse .n, namun tindakan te .rse.but 

se .ring me .nimbulkan pe .nyalahgunaan we .we .nang yang 

me .ngakibatkan te .rjadi be .nturan ke .pe .ntingan antara warga 

masyarakat de .ngan pe.me .rintah. 

Maka dapat ditarik unsur-unsur yang me .mbe .ntuk pe .nge .rtian 

te.ntang AUPB se .cara kompre .he .nsif, yaitu : 

1. AUPB me .rupakan nilai-nilai e.tik yang hidup dan be .rke.mbang 

dalam lingkungan hukum administrasi ne.gara 

2. AUPB be .rfungsi se.bagai pe.gangan bagi Pe.jabat Administrasi 

Ne .gara dalam me .njalankan fungsinya,  

be .rwujud pe .ne .tapan/be .schikking), dan se.bagai dasar 

pe .ngajuan gugatan bagi pihak pe.nggugat. 

3. Se .bagian be.sar dari AUPB masih me .rupakan asas-asas yang 

tidak te.rtulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik 

ke .hidupan di masyarakat. 

4. Se .bagian asas yang lain sudah me .njadi kaidah hukum te .rtulis 

dan te.rpe.ncar dalam be.rbagai pe .raturan hukum positif. 

Se .bagian asas te.lah be.rubah me .njadi kaidah hukum te .rtulis, 

10
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namun sifatnya te.tap se.bagai asas hukum. 

De .ngan de .mikian konse .psi AUPB dapat me .liputi asas: 

ke .pastian hukum, ke .manfaatan, ke.tidakbe.rpihakan, ke.ce .rmatan, 

tidak me .nyalahgunakan ke .we .nangan, ke .te .rbukaan, ke .pe .ntingan 

umum dan pe .layanan yang baik.6 

b. Ke .dudukan AUPB Dalam Siste .m Hukum 

AUPB harus dipandang se.bagai norma-norma hukum tidak 

te.rtulis, yang se.nantiasa harus ditaati ole.h pe .me .rintah, me .skipun 

arti yang te .pat dari AUPB bagi tiap ke .adaan te.rse .ndiri tidak se .lalu 

dapat dijabarkan de.ngan te.liti. Dapat dikatakan bahwa AUPB 

adalah asas-asas hukum tidak te .rtulis, dari mana untuk ke.adaan-

ke .adaan te.rte.ntu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat 

dite.rapkan. Pada ke .nyataannya, AUPB ini me .skipun me .rupakan 

asas, namun tidak se.muanya me .rupakan pe .mikiran yang umum 

dan abstrak, dalam be.be .rapa hal muncul se.bagai aturan hukum 

yang konkre .t atau te.rtuang se .cara te .rsurat dalam pasal undang-

undang se .rta me .mpunyai sanksi te.rte.ntu. Apabila asas-asas umum 

pe .me .rintahan yang baik dimaknakan se .bagai asas atau se .ndi 

hukum, maka asas-asas umum pe .me .rintahan yang baik dapat 

dimaknakan se .bagai asas hukum yang digali dan dite.mukan dari 

unsur susila, e .tika, ke.sopanan, dan ke .patutan be .rdasarkan norma 

yang be .rlaku. Hal te .rse.but dapat dikatakan bahwa se .bagian AUPB 

                                                            
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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masih me .rupakan asas hukum dan se .bagian lainnya te.lah me .njadi 

norma hukum atau kaidah hukum.7 

c. Fungsi dan Arti pe.nting AUPB 

Pada awal ke .munculannya, AAUB hanya dimaksudkan 

se .bagai sarana pe.rlindungan hukum dan dijadikan se .bagai 

instrume .nt untuk pe.ningkatan pe .rlindungan hukum bagi warga 

ne .gara dari tindakan pe.me .rintah. Fungsi asas-asas umum 

pe .me .rintahan yang baik dalam pe .nye .le.nggaraan pe.me .rintahan 

adalah se.bagai pe.doman atau pe.nuntun bagi pe .me .rintah atau 

pe .jabat administrasi ne.gara dalam rangka pe .me .rintahan yang baik. 

Dalam hubungan ini, asas umum pe .me .rintahan yang layak 

se .sungguhnya adalah rambu-rambu bagi para pe.nye .le.nggara 

ne .gara dalam me .njalankan tugasnya. Rambu-rambu te .rse.but 

dipe.rlukan agar tindakan-tindakan te.tap se.suai de.ngan tujuan 

hukum yang se .sungguhnya. 

AUPB dapat di ibaratkan se .bagai rambu lalu lintas dan 

pe .doman pe .rjalanan dalam rangka me .mpe .rlancar hubungan 

pe .me .rintahan yaitu antara pe.me .rintah dan yang dipe .rintah atau 

warga masyarakat. AUPB se .lanjutnya dijadikan se.bagai dasar 

pe .nilaian dan upaya administrasi, di samping se.bagai norma 

hukum tidak te .rtulis bagi tindakan pe .me .rintah 8 . Dalam 

                                                            
7 loc.cit. 
8 op.cit. 
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pe .rke.mbangannya, AUPB me .miliki arti pe .nting dan fungsi se .bagai 

be .rikut : 

1. Bagi administrasi ne .gara, be.rmanfaat se.bagai pe .doman 

dalam me .lakukan pe.nafsiran dan pe.ne .rapan te.rhadap 

ke .te.ntuan pe .raturan pe .rundang-undangan yang be .rsifat 

sumir, samar atau tidak je.las. Ke .cuali itu se.kaligus 

me .mbatasi dan me .nghindari ke.mungkinan administrasi 

ne .gara me .mpe .rgunakan diskre.si/fre.ie .s e .rme .sse.n me .lakukan 

ke .bijakan yang jauh me .nyimpang dari ke.te .ntuan pe .rundang-

undangan. De .ngan de .mikian, administrasi ne.gara 

diharapkan te.rhindar dari pe.rbuatan me .lawan hukum 

(onre.chtmatige. daad), pe .nyalahgunaan we .we .nang 

(de.tourne .me .nt de . pouvoir), pe .nyalahgunaan hak, (abusde . 

droit) dan me .lampaui we .we .nang (ultravire.s). 

2. Bagi warga masyarakat, se .bagai pe .ncari ke.adilan, AUPB 

dapat dipe.rgunakan se.bagai dasar gugatan se .bagaimana 

dise.but dalam pasal 10 UU No. 30 Tahun 20149. 

3. Bagi Hakim TUN, dapat dipe .rgunakan se .bagai alat me .nguji 

dan me .mbatalkan ke.putusan yang dike.luarkan badan atau 

Pe .jabat TUN. 

4. AUPB juga be .rguna bagi badan le.gislatif dalam me .rancang 

suatu Undang-Undang. 

                                                            
9 ibid. 

2
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AUPB me .rupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang 

se .cara khusus be .rlaku dan pe .nting artinya bagi pe .rbuatan-

pe .rbuatan hukum pe .me .rintahan. Arti pe.nting dari ke.be .radaan 

AUPB dise .babkan ole.h be .be .rapa hal: 

1. AUPB me .rupakan bagian dari hukum positif yang be.rlaku; 

2. AUPB me .rupakan norma bagi pe.rbuatan-pe.rbuatan 

administrasi Ne .gara, di samping norma-norma dalam hukum 

te.rtulis dan tidak te.rtulis; 

3. AUPB dapat dijadikan alasan untuk me .ngajukan gugatan, dan 

pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” ole.h Hakim 

administrasi, untuk me .nilai sah atau tidaknya, atau batal atau 

tidaknya ke.putusan administrasi Ne .gara 

 

2. Te .ori E.fe .ktivitas Hukum 

Manusia di dalam pe .rgaulan hidup, pada dasarnya me .mpunyai 

pandangan-pandangan te .rte.ntu me .nge .nai apa yang baik dan apa yang 

buruk. Pandangan-pandangan te.rse .but se.nantiasa te.rwujud di dalam 

pasangan-pasangan te.rte .ntu. Misalnya dalam e .fe .ktivitas pe .ne .gakan 

hukum, te .rdapat pasangan nilai ke.te .rtiban de.ngan nilai ke.te .nte.raman. 

Pasangan nilai-nilai te.rse .but pe.rlu dise.rasikan. Kare .na nilai ke .te.rtiban 

be .rtitik tolak pada ke .te .rikatan, se.dangkan nilai ke.te .nte.raman titik 

tolaknya adalah ke.be .basan. Pasangan nilai-nilai yang sudah 

dise.rasikan akan dijabarkan se.cara le.bih konkrit ke. dalam kaidah-

1
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kaidah. Kaidah dalam hukum pidana biasanya be .risi pe.rintah, larangan 

atau ke.bole .han me .lakukan pe .rbuatan pe .rbuatan te .rte.ntu. Kaidah-

kaidah te.rse .but ke.mudian me .njadi pe .doman atau patokan bagi pe.rilaku 

atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang se .harusnya. 

Pe .rilaku atau sikap tindak te.rse .but be .rtujuan untuk me .nciptakan, 

me .me .lihara dan me .mpe .rtahankan ke .damaian yang de .mikianlah 

konkre.tisasi daripada pe.ne .gakan hukum se .cara konse .psional.10 

Se .cara konse .psional, maka inti dan arti pe.ne.gakan hukum te.rle.tak 

pada ke.giatan yang me .nye .rasikan hubungan nilai-nilai yang 

te.rjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan te .rwujud. Sikap 

maupun tindakan  se .bagai rangkaian pe .njabaran dari nilai tahap akhir, 

untuk me .nciptakan, me .me .lihara, dan me .mpe .rtahankan ke .damaian 

pe .rgaulan hidup. Konse .psi yang me .mpunyai dasar filosofis te.rse .but 

me .me .rlukan pe .nje.lasan le.bih lanjut, se.hingga akan tampak le.bih 

konkre.t. Pe .ne .gakan hukum se .bagai suatu prose .s, pada hakikatnya 

me .rupakan pe .ne .rapan.11 

Salah satu fungsi hukum, baik se.bagai kaidah maupun se .bagai 

sikap atau pe .rilaku adalah untuk me .mbimbing pe .rilaku manusia. 

Masalah pe.ngaruh hukum tidak hanya te.rbatas pada timbulnya 

ke .taatan atau ke.patuhan pada hukum, tapi me .ncakup e.fe .k ke .se.luruhan 

dari hukum te.rhadap sikap tindak atau pe.rilaku baik yang be .rsifat 

                                                            
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, PT. Raja  

Grafindo Persada, 2007), hlm. 4. 

11 Ibid, hlm. 5-7. 
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positif maupun .ne .gatif. E.fe .ktivitas pe .ne .gakan hukum sangat be .rkaitan 

e .rat de.ngan e .fe .ktivitas hukum. Agar hukum itu e .fe .ktif, maka 

dipe.rlukan aparat pe.ne .gak hukum untuk me .ne .gakkan sanksi te.rse.but. 

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan ke .pada masyarakat dalam be .ntuk 

ke .taatan, de .ngan kondisi te.rse.but me .nunjukkan adanya indikator 

bahwa hukum te .rse .but adalah e .fe .ktif. Faktor-faktor yang 

me .mpe .ngaruhi e .fe .ktivitas pe.ne .gakan hukum me .nurut Soe .rjono 

Soe .kanto antara lain se.bagai be.rikut:12 

1. Faktor Hukum 

Faktor hukumnya se .ndiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-

undang saja. Hukum me .ngandung unsur ke.adilan, ke.pastian dan 

ke .manfaatan. Dalam praktik pe.ne .rapannya tidak jarang te .jadi 

pe .rte.ntangan antara ke .pastian hukum dan ke .adilan hukum. 

Ke .pastian hukum sifatnya konkre.t be .rwujud nyata, se.dangkan 

ke .adilan be .rsifat abstrak se .hingga ke .tika se .se .orang hakim 

me .mutuskan suatu pe.rkara se.cara pe.ne .rapan undang-undang saja, 

maka ada kalanya nilai ke.adilan itu tidak te.rcapai. Maka, ke.tika 

me .lihat suatu pe .rmasalahan me .nge .nai hukum se .tidaknya ke.adilan 

me .njadi prioritas utama. Kare.na hukum tidak se .mata-mata dilihat 

dari sudut hukum te .rtulis saja, me .lainkan juga ikut 

me .mpe .rtimbangkan faktor-faktor lain yang be .rke.mbang dalam 

masyarakat. Se .me .ntara dari sisi lain, ke .adilan pun masih me .njadi 

                                                            
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, PT. Raja  

Grafindo Persada, 2007), hlm. 8. 
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pe .rsoalan maupun pe .rde.batan yang dise.babkan ke.adilan 

me .ngandung unsur subje.ktif yang sangat te.rgantung pada 

pe .mahaman dari masing-masing orang. 

Masalah-masalah yang te .rjadi atau gangguan te.rhadap e.fe .ktivitas 

pe .ne .gakan hukum yang be .rasal dari undang-undang mungkin 

dise.babkan ole.h: 

1) Tidak diikutinya asas-asas be.rlakunya undang-undang; 

2) Be .lum adanya pe.raturan pe .laksana yang sangat dibutuhkan 

untuk me .ne .rapkan undang-undang; 

3) Ke .tidakje .lasan arti kata-kata dalam undang-undang yang 

me .ngakibatkan ke .simpangsiuran di dalam pe .nafsiran se.rta 

pe .ne .rapannya.13 

2. Faktor Pe.ne .gak Hukum 

Pe .ne .gakan hukum be .rkaitan de.ngan pihak-pihak yang me .mbe .ntuk 

maupun me .ne .rapkan suatu hukum. Bagian dari pe .ne .gak hukum itu 

adalah aparatur pe.ne .gak hukum yang mampu me .mbe .rikan 

ke .pastian, ke .adilan, dan ke .manfaatan hukum se .cara proporsional 

yang dibe.rikan ke.we .nangan dalam me .laksanakan tugasnya 

masing-masing. Ada tiga e.le .me .n pe .nting yang me .mpe .ngaruhi 

me .kanisme . be .ke .rjanya aparat dan aparatur pe.ne .gak hukum, antara 

lain:  

                                                            
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 11-18. 
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a. institusi pe .ne .gak hukum be .se .rta be.rbagai pe.rangkat sarana 

prasarana pe .ndukung dan me .kanisme . ke .rja 

ke .le.mbagaannya;  

b. budaya ke .rja yang te.rkait de.ngan aparatnya, te .rmasuk 

me .nge .nai ke .se .jahte.raan aparatnya; dan  

c. se .pe.rangkat pe .raturan yang me .ndukung baik kine.rja 

ke .le.mbagaannya maupun yang me .ngatur mate .ri hukum 

yang dijadikan standar ke .rja.  

Upaya pe.ne .gakan hukum se .cara siste.matik haruslah 

me .mpe .rhatikan ke.tiga aspe.k itu se .cara be .rke.sinambungan, 

se .hingga prose .s pe.ne .gakan hukum dan ke.adilan se.cara inte.rnal 

dapat diwujudkan se.cara nyata.14 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 

Fasilitas yang me .ndukung de .ngan adanya pe .ne .gakan hukum, 

dimana fasilitas pe .ndukung ini se.cara se.de .rhana dapat dirumuskan 

se .bagai sarana untuk me .ncapai tujuan. Ruang lingkupnya te.rutama 

adalah sarana fisik yang be.rfungsi se.bagai faktor pe.ndukung. 

Fasilitas pe.ndukung me .ncakup te.naga manusia yang be.rpe .ndidikan 

dan te.rampil, organisasi yang baik, pe.ralatan yang me .madai, 

ke .uangan yang cukup, dan se.bagainya. Se .lain ke .te.rse.diaan fasilitas, 

pe .me .liharaan pun sangat pe.nting de.mi me .njaga ke .be .rlangsungan. 

Se .ring te.rjadi bahwa suatu pe.raturan sudah difungsikan, padahal 

                                                            
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 19-36. 
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fasilitasnya be .lum te .rse .dia le.ngkap. Kondisi se .macam ini hanya 

akan me .nye .babkan kontra-produktif yang harusnya me .mpe .rlancar 

prose.s justru malah me .nghambat.15 

4. Faktor Masyarakat 

Pe .ne .gakan hukum be .rasal dari masyarakat dan be.rtujuan untuk 

me .ncapai ke .damaian di dalam masyarakat. Ole .h kare.na itu, 

dipandang dari sudut te.rte.ntu, maka masyarakat dapat 

me .mpe .ngaruhi pe.ne .gakan hukum te .rse .but. Apabila warga 

masyarakat sudah me .nge .tahui hak dan ke .wajiban me .re .ka, maka 

me .re .ka juga akan me .nge .tahui aktivitas-aktivitas pe .nggunaan hak 

dan ke .wajiban me .re .ka, maka me .re.ka juga akan me .nge .tahui 

aktivitas-aktivitas pe.nggunaan upaya-upaya hukum untuk 

me .lindungi, me .me .nuhi dan me .nge .mbangkan ke .butuhan-ke.butuhan 

me .re .ka de .ngan aturan yang ada. E.fe .ktivitas pe .ne .gakan hukum 

be .rtujuan untuk me .ncapai ke.damaian dalam masyarakat. 

Masyarakat me .mpunyai pe .ndapat-pe.ndapat te.rte.ntu me .nge .nai 

hukum. Yakni lingkungan dimana hukum te .rse .but be.rlaku atau 

dite.rapkan di te.mpat te.rte.ntu dan waktu te.rte.ntu. Artinya 

e .fe .ktivitas hukum juga be .rgantung pada ke.mauan dan ke.sadaran 

hukum masyarakat. Ke .sadaran hukum yang re.ndah dari 

masyarakat akan me .mpe .rsulit e.fe .ktivitas pe .ne .gakan hukum, 

adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi de .ngan 

                                                            
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.  Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-44. 
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me .libatkan lapisan-lapisan sosial, pe .me .gang ke .kuasaan dan 

pe .ne .gak hukum itu se .ndiri. Pe .rumusan hukum juga harus 

me .mpe .rhatikan hubungan antara pe .rubahan-pe.rubahan sosial 

de .ngan hukum te .rse.but yang pada akhirnya hukum bisa e .fe .ktif 

se .bagai sarana pe .ngatur pe .rilaku masyarakat.16 

5. Faktor Ke.budayaan 

Ke .budayan hukum pada dasarnya me .ncakup nilai-nilai yang 

me .ndasari hukum yang be .rlaku, nilai-nilai me .rupakan konse .psi-

konse .psi abstrak me .nge .nai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk. Nilai-nilai te.rse .but, lazimnya me .rupakan 

pasangan nilai-nilai yang me .nce .rminkan dua ke.adaan e.kstrim yang 

harus dise.rasikan. Me.nurut Purnadi dan Soe .rjono Soe .kanto 

te.rdapat pasangan nilai yang be .rpe.ran dalam hukum yaitu: 

1) Nilai ke.te.rtiban dan nilai ke.te .nte.raman;  

2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah;   

3) Nilai ke.langge .ngan dan nilai ke.baruan.17 

Faktor ke .budayaan yang se.be .narnya be.rsatu padu de.ngan faktor 

masyarakat se .ngaja dibe .dakan, kare .na di dalam pe .mbahasannya 

dike.te .gahkan masalah siste.m nilai-nilai yang me .njadi inti dari 

ke .budayaan spiritual atau nonmate .rial yakni se .bagai hasil karya 

                                                            
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 45-58. 

17 Ibid, hlm. 59-60. 
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ataupun hak cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di 

dalam pe .rgaulan hidup.18 

Ke .lima faktor te.rse.but di atas saling be .rkaitan de.ngan e.ratnya, ole.h 

kare.na me .rupakan e.se .nsi dari pe.ne .gakan hukum, se .rta juga me .rupakan 

tolok ukur daripada e.fe .ktivitas pe.ne .gakan hukum. Faktor te.rse.but 

dibe.dakan se .bab se.bagai suatu siste.m (atau subsiste.m dari siste.m 

ke .masyarakatan), maka me .nurut Lawre .nce . M. Frie .dman 

me .nge .mukakan bahwa e.fe .ktif dan be.rhasil tidaknya pe.ne .gakan hukum 

me .ncakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 19 

Hukum me .mpunyai pe .ngaruh langsung atau pe .ngaruh tidak langsung 

di dalam me .ndorong te.rjadinya pe.rubahan sosial. Cara-cara untuk 

me .mpe .ngaruhi masyarakat de.ngan siste.m yang te .ratur dan 

dire.ncanakan te.rle.bih dahulu yang dinamakan social planning atau 

social e .ngine .e .ring. Agar hukum be .nar-be.nar dapat me .mpe .ngaruhi 

pe .rlakuan masyarakat, maka hukum harus dise.barluaskan dalam 

masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi te.rte .ntu me .rupakan salah 

satu syarat bagi pe.nye .baran se.rta pe .le.mbagaan hukum. Komunikasi 

hukum te .rse.but dapat dilakukan se.cara formal yaitu me .lalui suatu tata 

cara yang te .rorganisasi de .ngan re.smi. 20  Pe .lunya diadakannya hal 

                                                            
18 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 110. 

19 Ibid, h. 112. 

20 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 

1982), hlm. 115. 
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te.rse .but agar e .fe .ktivitas hukum itu je.las se.kaligus be.rkurangnya 

tindakan yang tidak diinginkan ole.h masyarakat. 

3. Te .ori Pe.rlindungan Hukum 

Pe .rlindungan hukum adalah se.gala upaya pe .me .nuhan hak dan 

pe .mbe .rian bantuan untuk me .mbe .rikan rasa aman ke .pada saksi 

dan/atau korban, pe.rlindungan hukum ke .jahatan se .bagai bagian dari 

pe .rlindungan masyarakat, dapat diwujudkan be .rbagai be.ntuk, se .pe .rti 

me .lalui pe .mbe .rian re.stitusi (ganti rugi), kompe .nsasi, pe.layanan me .dis 

dan bantuan hukum. 21  Me .nurut Satjipto Raharjo me .nde .finisikan 

pe .rlindungan hukum adalah me .mbe .rikan pe.ngayoman ke .pada hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pe.rlindungan 

te.rse .but dibe .rikan ke.pada masyarakat agar me .re.ka dapat me .nikmati 

se .mua hak-hak yang dibe.rikan ole.h hukum.22 

Me .nurut Se.tiono, pe.rlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk me .lindungi masyarakat dari pe .rbuatan se .we .nang-we .nang ole.h 

pe .nguasa yang tidak se.suai de.ngan aturan hukum, untuk me .wujudkan 

ke .te.rtiban dan ke .te.ntraman se .hingga me .mungkinkan manusia untuk 

me .nikmati martabatnya se.bagai manusia. 23  Me .nurut Muchsin, 

pe .rlindungan hukum me .rupakan ke.giatan untuk me .lindungi individu 

de .ngan me .nye .rasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

                                                            
21 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133. 

22 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 

23  Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3. 
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me .nje .lma dalam sikap dan tindakan dalam me .nciptakan adanya 

ke .te.rtiban dalam pe .rgaulan hidup antar se.sama manusia.24 

Pe .rlindungan hukum me .rupakan suatu hal yang me .lindungi 

subye .k-subye .k hukum me .lalui pe .raturan pe.rundang-undangan yang 

be .rlaku dan dipaksakan pe .laksanaannya de .ngan suatu sanksi. 

Pe .rlindungan hukum dapat dibe.dakan me .njadi dua, yaitu: 

1) Pe .rlindungan Hukum Pre .ve .ntif 

Pe .rlindungan yang dibe.rikan ole.h pe.me .rintah de .ngan tujuan untuk 

me .nce .gah se .be .lum te .rjadinya pe.langgaran. Hal ini te.rdapat dalam 

pe .raturan pe .rundang-undangan de.ngan maksud untuk me .nce .gah 

suatu pe .langgaran se.rta me .mbe .rikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam me .lakukan sutu ke.wajiban. 

2) Pe .rlindungan Hukum Re .pre.sif 

Pe .rlindungan hukum re.pre .sif me .rupakan pe.rlindungan akhir 

be .rupa sanksi se.pe .rti de.nda, pe.njara, dan hukuman tambahan yang 

dibe.rikan apabila sudah te.rjadi se.ngke .ta atau te.lah dilakukan suatu 

pe .langgaran.25 

Pe .rlindungan hukum me .rupakan gambaran dari be .ke .rjanya fungsi 

hukum untuk me .wujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni ke.adilan, 

ke .manfaatan dan ke .pastian hukum. Pe .rlindungan hukum adalah suatu 

                                                            
24  Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. 

25 Ibid, hlm. 20. 
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pe .rlindungan yang dibe .rikan ke.pada subye.k hukum se .suai de.ngan 

aturan hukum, baik itu yang be.rsifat pre.ve.ntif (pe .nce.gahan) maupun 

dalam be .ntuk yang be .rsifat re .pre.sif (pe .maksaan), baik yang se .cara 

te.rtulis maupun tidak te .rtulis dalam rangka me .ne .gakkan pe.raturan 

hukum. Prinsip pe .rlindungan hukum te .rhadap tindak pe .me .rintah 

be .rtumpu dan be .rsumbe .r dari konse .p te .ntang pe.ngakuan dan 

pe .rlindungan te.rhadap hak asasi manusia. Lahirnya konse .p-konse.p 

te.ntang pe .ngakuan dan pe .rlindungan te.rhadap hak asasi manusia 

diarahkan ke .pada pe.mbatasan, pe.le.takan ke.wajiban masyarakat dan 

pe .me .rintah.26 

4. Te .ori Pe.ngawasan 

Pe .ngawasan dapat dide.finiskan se.bagai prose.s untuk me .njamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manaje .me .n dapat te.rcapai. Ini 

be .rke.naan de .ngan cara me .mbuat ke .giatan yang se.suai de.ngan 

pe .re.ncanaan. Pe .nge.rtian ini me .nunjukkan adanya hubungan yang 

sangat e.rat antara pe .re.ncanaan dan pe .ngawasan.27 

Pe .gawasan adalah fungsi di dalam manaje .me .n fungsional yang 

harus dilaksanakan ole .h se .tiap pimpinan se .mua unit/satuan ke.rja 

te.rhadap pe.laksanaan pe .ke .rjaan atau pe .gawai yang me .laksanakan 

se .suai de.ngan tugas pokoknya masing-masing. De .ngan de .mikian, 

pe .ngawasan ole.h pimpinan khusunya yang be .rupa pe .ngawasan 

                                                            
26 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 

hlm. 38 

27 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133 
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me .le .kat (built in control), me .rupakan ke .giatan manaje .rial yang 

dilakukan de .ngan maksud agar tidak te.rjadi pe .nyimpangan dalam 

me .laksanakan pe .ke .rjaan. Suatu pe .nyimpangan atau ke .salahan te .rjadi 

atau tidak se .lama dalam pe .laksanaan pe.ke .rjaan te.rgantung pada 

tingkat ke.mampuan dan ke .te.rampilan pe.gawai. Para pe.gawai yang 

se .lalu me .ndapat pe.ngarahan atau bimbingan dari atasan, ce .nde.rung 

me .lakukan ke.salahan atau pe.nyimpangan yang le.bih se.dikit 

dibandingkan de .ngan pe.gawai yang tidak me .mpe .role.h bimbingan.28 

Pe .ngawasan harus be.rpe.doman te .rhadap hal-hal be .rikut:  

a. Re .ncana (Planning) yang te.lah dite.ntukan; 

b. Pe .rintah (Orde .rs) te.rhadap pe .laksanaan pe.ke .rjaan (Pe .rformance .); 

c.  Tujuan; 

d. Ke .bijakan yang te.lah dite .ntukan se.be .lumnya;29 

Dapat disimpulkan, bahwa pe.ngawasan adalah prose.s untuk 

me .njaga agar ke.giatan te.rarah me .nuju pe .ncapaian tujuan se.pe .rti yang 

dire.ncanakan dan bila dite.mukan pe .nyimpangan diambil tindakan 

pe .rbaikan. 

Macam-Macam Pe .ngawasan: 

1. Pe .ngawasan dari dalam organisasi (Inte.rnal Control) 

                                                            
28 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), 

hlm. 172 

29  Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia 

Indonesia : 2004), hlm. 61 
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Pe .ngawasan dari dalam, be .rarti pe.ngawasan yang dilakukan ole.h 

aparat/unit pe .ngawasan yang dibe .ntuk dalam organiasasi itu 

se .ndiri. Aparat/unit pe.ngawasan ini be.rtindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat/unit pe .ngawasan ini be .rtugas me .ngumpulkan 

se .gala dokume .n dan informasi yang dipe.rlukan ole.h organisasi., 

ke .majuan dan ke .munduran dalam pe .laksanaan pe .ke .rjaan. Hasil 

pe .ngawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai ke.bijaksanaan 

pimpinan. Untuk itu te.rkadang pimpinan pe .rlu me .ninjau ke .mbali 

ke .bijaksanaan/ke.putusan-ke.putusan yang te .lah dike.luarkan. 

Se .baliknya pimpinan dapat pula me .lakukan tindakan-tindakan 

pe .rbaikan te .rhadap pe.laksanaan pe .ke .rjaan yang dilakukan ole.h 

bawahannya inte.rnal control.30 

2. Pe .ngawasan dari luar organisasi (e.xte .rnal control) 

Pe .ngawasan e .kste.rnal (e.xte .rnal control) be.rarti pe.ngawasan 

yang dilakukan ole.h aparat/unit pe.ngawasan dari luar organisasi 

itu. Aparat/unit pe.ngawasan dari luar organisasi itu adalah 

pe .ngawasan yang be.rtindak atas nama atasan pimpinan organisasi 

itu, atau be .rtindak atas nama pimpinan organisasi itu kare.na 

pe .rmintaannya, misalnya pe.ngawasan yang dilakukan ole.h 

Dire.ktorat Je .nde .ral Pe.ngawasan Ke.uangan Ne.gara. Te.rhadap suatu 

de .parte.me .n, aparat pe .ngawasan ini be.rtindak atas nama 

pe .me .rintah/pre.side .n me .lalui me .nte.ri ke.uangan. Se .dangkan 

                                                            
30 Ibid, Hlm. 62. 
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pe .ngawasan yang dilakukan ole.h Badan Pe .me .riksa Ke .uangan, 

ialah pe.me .riksaan/pe.ngawasan yang be .rtindak atas nama ne .gara 

Re .publik Indone .sia.  

Di samping aparat pe.ngawasan yang dilakukan atas nama atasan 

dari pimpinan organisasi te.rse.but, dapat pula pimpinan organisasi 

minta bantuan pihak luar organisasinya. Pe .rmintaan bantuan 

pe .me .riksaan/ pe .ngawasan dari pihak luar organisasi, misalnya 

pe .rusahaan konsultan, akuntan swasta, dan se .bagainya. Pe .rmintaan 

bantuan pe.me .riksaan/pe .ngawasan dari pihak luar ini biasanya 

dilakukan pada suatu pe.rusahaan de.ngan maksud-maksud te .rte.ntu, 

misalnya untuk me .nge .tahui e.fisie .nsi ke .rjanya, untuk me .nge .tahui 

jumlah ke .untungan, untuk me .nge .tahui jumlah pajak yang harus 

dibayar, dan se .bagainya. 

3. Pe .ngawasan pre.ve .ntif 

Arti dari pe .ngawasan pre.ve .ntif adalah pe .ngawasan yang 

dilakukan se .be.lum re .ncana itu dilaksanakan. Maksud dari 

pe .ngawasan pre.ve .ntif ini adalah untuk me .nce.gah te.rjadinya 

ke .ke .liruan/ke .salahan dalam pe .laksanaan. Dalam siste.m 

pe .me .riksaan anggaran pe .ngawasan pre.ve .ntif ini dise .but pre.audit. 

Adapun dalam pe .ngawasan pre.ve .ntif ini dapat dilakukan hal-hal 

be .rikut: 

a. Me .ne.ntukan pe .raturan-pe .raturan yang be.rhubungan de.ngan 

siste.m prose .dur, hubungan dan tata ke .rjanya; 

18
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b. Me .mbuat pe .doman/manual se.suai de .ngan pe.raturan-pe.raturan 

yang te.lah dite.tapkan; 

c. Me .ne.ntukan ke .dudukan, tugas, we .we .nang, dan tanggung 

jawabnya; 

d. Me .ngorganisasikan se.gala macam ke .giatan, pe .ne .mpatan 

pe .gawai dan pe .mbagian pe .ke .rjaannya; 

e. Me .ne.ntukan siste.m koordinasi, pe .laporan, dan pe.me .riksaan; 

f. Me .ne.tapkan sanksi-sanksi te.rhadap pe .jabat yang me .nyimpang 

dari pe.raturan yang te.lah dite.tapkan. 

4. Pe .ngawasan Re .pre .sif 

Arti dari pe .ngawasan re .pre.sif adalah pe.ngawasan yang 

dilakukan se .te.lah adanya pe .laksanaan pe.ke .rjaan. 31  Maksud 

diadakannya pe .ngawasan re.pre .sif ialah untuk me .njamin 

ke .langsungan pe .laksanaan pe .ke .rjaan agar hasilnya se .suai de .ngan 

re.ncana yang te .lah dite.tapkan. Dalam siste.m pe .me .riksaan 

anggaran, pe.ngawasan re.pre.sif ini dise .but pos-audit. 

 Me .tode. Pe .ngawasan: 

a. Pe .ngawasan Langsung  

Pe .ngawasan Langsung adalah apabila aparat 

pe .ngawasan/pimpinan organisasi me .lakukan pe .me .riksaan 

langsung pada te.mpat pe .laksanaan pe .ke .rjaan, baik de .ngan 

siste.m inspe .ktif, ve.rifikatif, maupun de .ngan siste.m 

                                                            
31 Ibid, Hlm. 64. 
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inve.stigatif. Me.tode . ini dimasudkan agar se .ge.ra dapat 

dilakukan tindakan pe.rbaikan dan pe .nye.mpurnaan dalam 

pe .laksanaan pe .ke.rjaan. Se .dangkan siste.m pe .ngawasan 

langsung ole .h atasannya dise.but built in control.32 

b. Pe .ngawasan Tidak Langsung 

Pe .ngawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat 

pe .ngawasan/pimpinan organisasi me .lakukan pe .me .riksaan 

pe .laksanaan pe .ke .rjaan hanya me .lalui laporan-laporan yang 

masuk ke .padanya. Laporan-laporan te.rse.but dapat be.rupa 

uraian kata-kata de.re.tan angka-angka atau statistik yang be .risi 

gambaran atas hasil ke .majuan yang te.lah te.rcapai se.suai 

de .ngan pe .nge .luaran biaya/ anggaran yang te .lah dire.ncanakan. 

Ke .le .mahan dari pe.ngawasan tidak langsung ini tidak dapat 

se .ge.ra me .nge .tahui ke .salahan-ke.salahan dalam 

pe .laksanaannya, se .hingga dapat me .nimbulkan ke .rugian yang 

le.bih banyak. 

c. Pe .ngawasan Formal  

Pe .ngawasan Formal adalah pe.ngawasan yang se.cara formal 

dilakukan ole.h unit/ aparat pe.ngawasan yang be .rtindak atas 

nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan 

organisasi itu. Dalam pe .ngawasan ini biasaya te.lah dite.ntukan 

prose.dur, hubungan, dan tata ke.rjanya. 

                                                            
32 Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65 
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d. Pe .ngawasan Informal  

Pe .gawasan informal adalah pe.ngawasan yang tidak me .lalui 

saluran formal atau prose.dur yang te.lah dite.ntukan. 

Pe .ngawasan informal ini biasanya dilakukan ole .h pe .jabat 

pimpinan de .ngan me .lalui kunjungan yang tidak re.smi 

(pribadi), atau se .cara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk 

me .nghindarkan ke.kakuan dalam hubungan antara atasan dan 

bawahan. De .ngan cara de .mikian pimpinan me .nghe .ndaki 

ke .te.rbukaan dalam me .mpe .role .h informasi dan se.kaligus 

usul/saran pe .rbaikan dan pe .nye .mpurnaannya dari 

bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi ole.h 

bawahannya yang tidak mungkin dipe.cahkan se .ndiri, maka 

pimpinan dapat me .mbe .rikan jalan ke .luar pe .me .cahannya. 

Se .baliknya bawahan juga me .rasa bangga kare.na dibe .ri 

ke .se.mpatan me .nge .mukakan pe.ndapatnya se.cara langsung 

te.rhadap pimpinannya. Je .lasnya bahwa pe .ngawasan informal 

me .nde .katkan hubungan pribadi yang be .rsifat informal. Hal ini 

sangat me .nguntungkan te .rhadap pe .laksanaan tugas-tugas 

pe .ke .rjaan. 

e. Pe .ngawasan Administratif 

Pe .ngawasan Administratif adalah pe .ngawasan yang me .liputi 

bidang ke .uangan, ke .pe .gawaian, dan mate .rial. Pe .ngawasan 

ke .uangan me .nyangkut te.ntang pos pos anggaran (re.ncana 

14
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anggaran), pe .laksanaan anggaran yang me .liputi ke .pe .ngurusan 

administratif dan pe .ngurusan be .ndaharawan. Hal ini 

me .nyangkut prose .dur pe .ne .rimaan dan prose.dur pe .nge .luaran 

uang. Pe .ngawasan ke.pe .gawaian me .nyangkut hal hal yang 

be .rhubungan de .ngan administratsi ke.pe .gawaian se.rta 

me .nyangkut te .rhadap hak- hak me .re .ka yang harus dipe.nuhi 

(gaji, ke.naikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). 

Pe .ngawasan mate .rial adalah untuk me .nge .tahui apakah 

barangbarang yang dise .diakan (dibe .li) se.suai de.ngan re .ncana 

pe .ngadaannya.33 

Kajian te.oritis dilakukan untuk me .ndukung pe .ne .litian yang le.bih 

kompre .he .nsif de .ngan karya-karya yang me .mpunyai ke.te.rkaitan te.rhadap 

topik yang akan dite.liti. 

 

1.6. Sistematika Pertanggungjawaban  

Dalam me .lakukan pe.mbahasan dan analisis dari pe .ne .litian ini, pe.nulis 

dapat me .mbuat ke.rangka be.rpikir dalam me .ne .ntukan siste.matika pada 

se .tiap bab dan sub babnya : 

BAB I me .rupakan Pe.ndahuluan yang be .risi latar be.lakang dan rumusan 

masalah, tujuan pe.ne .litian, manfaat pe.ne .litian, me .tode . pe .ne .litian, kajian 

te.oritis, siste.matika pe .rtanggungjawaban. 

BAB II me .rupakan Pe .mbahasan yang te.rkait de.ngan pe .rmasalahan yang  

                                                            
33 Ibid, hlm. 67. 

821

Page 48 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372

Page 48 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372



39 

 

 

 

pe .rtama, dalam bab ini pe.nulis me .mbahas me .nge .nai “Bagaimana 

Pe .ngawasan Te .rhadap Pe .nye .le.nggaraan Pe .rparkiran Di Kota Surabaya”. 

BAB III me .rupakan Pe.mbahasan te.rkait de .ngan pe .rmasalahan ke .dua, yang 

me .mbahas me .nge .nai te .ntang “Bagaimana Pe .rlindungan Hukum Te .rhadap 

Pe .ngguna Parkir Di Kota Surabaya”. 

BAB IV me .rupakan Pe .nutup yang be .risi ke.simpulan dari BAB II dan 

BAB III yang isinya be .rupa pe .rnyataan singkat dari hasil pe.mbahasan. 

Saran me .rupakan uraian te.ntang apa yang dirasa kurang dalam 

pe .mbahasan. 
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BAB II 

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  

DI KOTA SURABAYA 

2.1. Kewenangan Penyelenggaraan Perparkiran  

 Pe .raturan dae .rah me .rupakan salah satu ciri dae .rah yang me .mpunyai hak 

me .ngatur dan me .ngurus rumah tangganya se.ndiri (otonom). Urusan rumah tangga 

dae .rah be.rasal dari dua sumbe .r, yakni otonomi dan tugas pe.mbantuan 

(Made.be .wind). Kare.na itu pe.raturan dae.rah akan te.rdiri dari pe.raturan dibidang 

otonomi dan pe .raturan dae .rah di tugas pe.mbantuan. Se.hingga dapat dikatakan 

bahwa pe.raturan dae.rah di bidang otonomi adalah pe.raturan dae .rah yang 

be .rsumbe .r dari ke.we .nangan de .le.gasi. 

 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 me .nyatakan bahwa pe .me .rintah dae .rah be .rhak 

me .ne .tapkan pe.raturan dae .rah dan pe .raturan-pe .raturan lain untuk me .laksanakan 

otonomi dae .rah dan tugas pe .mbantuan. Dalam kaitan ini maka siste .m hukum 

nasional me .mbe .rikan ke .we .nangan atributif ke.pada dae.rah untuk me .ne .tapkan 

Pe .rda dan pe .raturan dae .rah lainnya, dan Pe.rda diharapkan dapat me .ndukung 

se .cara sine.rgis program-program Pe .me .rintah di dae .rah. Pe .raturan dae .rah 

se .bagaimana Pe .mbe .ntukan Pe .raturan Pe.rundang-undangan (PUU) lainnya 

me .miliki fungsi untuk me .wujudkan ke .pastian hukum (re .chtsze.ke.rhe .id, le .gal 

ce .rtainty). Untuk be .rfungsinya ke.pastian hukum PUU harus me .me .nuhi syarat-

syarat te.rte.ntu antara lain konsiste .n dalam pe .rumusan, dimana dalam PUU yang 

sama harus te.rpe .lihara hubungan siste.matik antara kaidah-kaidahnya, ke .bakuan 

54
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susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara be .rbagai pe .raturan 

pe .rundang-undangan antara satu sama lain. 

 Mate.ri muatan Pe .raturan Dae .rah adalah se.luruh mate .ri muatan dalam rangka 

pe .nye .le.nggaraan otonomi dae.rah dan tugas pe.mbantuan, dan me .nampung kondisi 

khusus dae.rah se.rta pe.njabaran le.bih lanjut dari Pe.raturan Pe .rundang-undangan 

yang le.bih tinggi. Pe .raturan Dae.rah te .rdiri atas: 

1. Pe .raturan Dae .rah Provinsi, yang be.rlaku di provinsi te .rse.but. Pe.raturan 

Dae .rah Provinsi dibe.ntuk ole.h DPRD Provinsi de.ngan pe.rse .tujuan be.rsama 

Gube .rnur; 

2. Pe .raturan Dae .rah Kabupate.n/Kota, yang be .rlaku di kabupate.n/kota te.rse .but. 

Pe .raturan Dae .rah Kabupate.n/Kota dibe .ntuk ole .h DPRD Kabupate .n/Kota 

de .ngan pe .rse.tujuan be.rsama Bupati/Walikota. Pe .raturan Dae .rah 

Kabupate.n/Kota tidak subordinat te.rhadap Pe.raturan Dae.rah Provinsi. 

Pe .raturan dae .rah (Pe.rda) be.rlaku se.te .lah diundangkan dalam le .mbaran 

dae .rah. Pe.rda disampaikan ke.pada pe .me .rintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari 

se .te.lah dite.tapkan. Pe .rda yang be .rte.ntangan de.ngan ke .pe .ntingan umum dan/atau 

pe .raturan pe .rundang-undangan yang le.bih tinggi dapat dibatalkan ole.h 

Pe .me .rintah pusat. Untuk me .laksanakan Pe.rda dan atas kuasa pe .raturan 

pe .rundang-undangan, ke.pala dae.rah me .ne .tapkan pe .raturan ke .pala dae.rah dan 

atau ke.putusan ke .pala dae .rah. Pe .raturan ke .pala dae .rah dan atau ke .putusan ke .pala 

dae .rah tidak bole.h be .rte.ntangan de.ngan ke.pe .ntingan umum, Pe .rda, dan pe .raturan 

pe .rundang-undangan yang le.bih tinggi. Pe .rda diundangkan dalam Le .mbaran 

Dae .rah dan Pe .raturan Ke .pala Dae .rah diundangkan dalam Be .rita Dae .rah. 

8
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Pe .ngundangan Pe .rda dalam Le .mbaran Dae.rah dan Pe .raturan Ke .pala Dae .rah 

dalam Be .rita Dae .rah dilakukan ole.h Se .kre.taris Dae .rah.34 

Be .rdasarkan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 “pe .nye .le.nggara pe.me .rintahan 

dae .rah provinsi dan kabupate.n/ kota te.rdiri atas Ke .pala Dae .rah dan DPRD 

dibantu ole.h pe .rangkat dae.rah.” Dalam me .laksanakan tugas dan fungsi 

pe .nye .le.nggaraan pe.me .rintahan be .rpe.doman pada asas-asas pe.mbe .ntukan 

Pe .raturan Dae .rah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang te.rdiri 

atas asas: ke .pastian hukum; te .rtib pe .nye .le .nggara ne.gara; ke .pe .ntingan umum; 

ke .te.rbukaan; proporsionalitas; profe .sionalitas; akuntabilitas; e .fisie.nsi; e.fe .ktivitas; 

dan ke .adilan.35 

Pada Bab I Ke .te .ntuan Umum Pasal 1 ayat 4 Pe.raturan Dae.rah Kota Surabaya 

No. 3 Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye .le.nggaraan Pe .rparkiran di Kota Surabaya 

dise.butkan bahwa Dinas adalah Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya. Pada Pasal 3 

ayat 2 juga dise.butkan bahwa Walikota dapat me .limpahkan ke .we .nangan 

pe .ngaturan te .ntang pe .nye .le.nggaraan parkir di Dae .rah ke.pada pe.rangkat dae.rah 

yang me .mbidangi urusan pe.rhubungan. Jadi ke.we .nangan untuk urusan 

pe .rparkiran dilimpahkan ole .h Pe .me .rintah Dae.rah dalam hal ini Pe .me .rintah Kota 

Surabaya ke.pada Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya. 

Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye.le .nggaraan 

Pe .rparkiran di Kota Surabaya Pasal 4 ayat (1) “Pe .me .rintah Dae .rah be .rwe .nang 

                                                            
34 Aristo Evandy A., Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki 

Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. Fiat Justisia 10. 

35Hasyim, Asyari, Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di 

Kabupaten Lombok Tengah), Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 2. 
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me .nye .le .nggarakan te.mpat parkir di Dae .rah.” Te .mpat Parkir adalah fasilitas 

parkir untuk umum yang dise.diakan baik yang be .rada di dalam ruang milik jalan 

maupun di luar ruang milik jalan. Pasal 4 ayat (3) “Pe.nye .le.nggaraan te.mpat 

parkir ole.h Pe .me .rintah Dae .rah me .liputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan 

parkir di luar Ruang Milik Jalan.”36 Te .mpat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan 

adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya 

dite.ntukan ole.h Pe .me .rintah Dae.rah dan Te .mpat Parkir di luar Ruang Milik Jalan 

adalah fasilitas parkir untuk umum yang dise.diakan, dimiliki dan/atau dike .lola 

ole.h Pe .me .rintah Dae.rah, pe .rse.orangan Warga Ne .gara Indone .sia atau Badan 

Hukum Indone .sia.37 

Pasal 4 ayat (1) “Pe.nye .le .nggaraan te .mpat parkir di dalam Ruang Milik Jalan 

ole.h Pe .me .rintah Dae.rah dilaksanakan dalam be .ntuk Parkir TJU.” Parkir TJU 

yaitu Te.mpat parkir di te .pi jalan umum bila se .suai de.ngan Pe .raturan Dae .rah 

Nomor 3 Tahun 2018 me .rupakan Pe .layanan parkir yang dise.le .nggarakan ole.h 

Pe .me .rintah Dae .rah di dalam Ruang Milik Jalan dan me .rupakan obje.k Re .tribusi 

Pe .layanan Parkir di Te.pi Jalan Umum. Singkatnya, me .rupakan lahan parkir yang 

dike.lola Pe.me .rintah Surabaya, bukan dike.lola pe .rse.orangan atau swasta. Hal ini 

bisa dibe .dakan dari juru parkir de.ngan atribut dan karcis parkir re.smi. 

Ke .we .nangan pe .nye.le .nggara te.mpat parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada 

Pasal 9 ayat (1) Pe.raturan Dae.rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

                                                            
36 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, hlm. 7 

37 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, hlm. 5 
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Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya “Pe .nye .le.nggara Te .mpat Parkir di 

dalam Ruang Milik Jalan wajib:” 

a. me .nye .diakan te.mpat parkir yang se.suai standar te .knis yang dite.ntukan; 

b. me .le .ngkapi fasilitas parkir paling se .dikit be.rupa rambu, marka dan me .dia 

informasi tarif, dan waktu; 

c. me .mastikan ke .ndaraan ke .luar masuk satuan ruang parkir yang aman dan 

se .lamat de .ngan me .mprioritaskan ke.lancaran lalu lintas; 

d. me .njaga ke .amanan ke .ndaraan yang diparkir; dan 

e. me .ngganti ke .rugian ke.hilangan atau ke .rusakan ke .ndaraan.38 

Pasal 10 ayat (1) Pe.raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya “Pe .nye .le.nggaraan Te.mpat Parkir 

di luar Ruang Milik Jalan ole.h Pe .me .rintah Dae .rah dilaksanakan dalam be .ntuk 

TKP.”39 Te .mpat Khusus Parkir yang se .lanjutnya disingkat TKP adalah pe .layanan 

parkir yang dise.le .nggarakan ole.h Pe.me .rintah Dae .rah di luar Ruang Milik Jalan 

me .liputi pe.lataran/lingkungan parkir, taman parkir, ge.dung parkir dan/atau 

te.mpat parkir wisata yang se .cara khusus dise.diakan, dimiliki dan/atau dike.lola 

ole.h Pe .me .rintah Dae.rah dan me .rupakan obje.k Re .tribusi Te.mpat Khusus Parkir.40 

Ke .we .nangan pe .nye .le .nggara te.mpat parkir di luar Ruang Milik Jalan pada 

Pasal 14 ayat (1) Pe.raturan Dae.rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

                                                            
38 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, hlm. 10 

39 Ibid 

40 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, hlm. 5 
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Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya “Pe .nye .le.nggara Te .mpat Parkir di 

luar Ruang Milik Jalan ole.h orang atau badan wajib:” 

a. me .nye .diakan Te .mpat Parkir se.suai de .ngan standar te.knis yang dite.ntukan; 

b. me .le .ngkapi fasilitas Te.mpat Parkir paling se.dikit be.rupa rambu, marka dan 

me .dia informasi tarif, waktu, ke.te.rse.diaan ruang parkir, dan informasi 

fasilitas parkir khusus; 

c. me .mastikan ke .ndaraan ke .luar masuk satuan ruang parkir de.ngan aman, 

se .lamat, dan me .mprioritaskan ke.lancaran lalu lintas; 

d. me .njaga ke .amanan, ke .te .rtiban dan ke .lancaran dalam dan se .kitar kawasan 

parkir; 

e. me .njaga ke .be .rsihan, ke.indahan dan ke .nyamanan lokasi parkir; 

f. me .ngganti ke .rugian ke.hilangan dan ke .rusakan ke.ndaraan yang diparkir se.suai 

de .ngan ke.te .ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan te.rmasuk dalam hal 

asuransi ke.hilangan; 

g. me .nyusun tata te.rtib parkir dan me .ne .tapkan standar ope .rasional yang 

profe .sional, mode .rn, prima se .rta me .ngutamakan ke .amanan dan ke .nyamanan 

pe .ngguna jasa parkir; 

h. me .nye .diakan te .mpat parkir khusus untuk pe .nyandang cacat, manusia lanjut 

usia dan ibu hamil yang dibe.ri tanda pe .tunjuk khusus; 

i. me .mpe .ke .rjakan pe .tugas parkir dalam jumlah me .madai, be .rse.ragam dan 

me .makai tanda pe .nge.nal; 

j. me .narik se .wa/biaya parkir se .suai de .ngan tarif yang te.rte.ra pada karcis/tanda 

bukti/tanda bayar; 
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k. me .mbe .rikan karcis/tanda bukti/tanda bayar ke.pada pe.ngguna jasa parkir 

untuk se.tiap kali parkir; 

l. me .mbayar pajak parkir se .suai de.ngan ke .te.ntuan pajak yang be .rlaku di 

Dae .rah; 

m. me .nye .diakan informasi kapasitas parkir dan ke.te .rse.diaan se.cara se.rta me .rta 

(re.al time .); 

n. me .nye .diakan layanan informasi dan pe .ngaduan; 

o. be .ke .rja sama de.ngan Pe .me .rintah Dae .rah untuk  pe.laksanaan siste.m parkir 

yang saling te.rinte.grasi dan se .rta me .rta (re.altime .) te.rmasuk se .cara be.rtahap 

me .nyiapkan sarana dan fasilitas pe.nunjangnya; dan 

p. se .cara be.rtahap te .rus me .ningkatkan kualitas pe.layanan te.rmasuk pe .nye .diaan 

fasilitas-fasilitas umum yang me .nunjang ke.nyamanan dan ke .amanan 

pe .ngguna jasa parkir.41 

Ke .we .nangan pe .me .rintah Kota Surabaya dalam hal parkir dikaji dari isi 

Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye .le.nggaraan 

Pe .rparkiran di Kota Surabaya, diantaranya yaitu: 

1. Me .nye.le .nggarakan pe.rparkiran se.cara te.re.ncana dan te.rpadu; 

2. Me .ngatur dan me .ne .tapkan ke.te .ntuan pe.rparkiran, te.rmasuk karcis parkir, 

pe .tugas parkir, asuransi parkir, rambu dan marka parkir, tata te.rtib parkir, dan 

sanksi administratif; 

                                                            
41 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, hlm. 13-14 
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3. Me .mbangun dan me .nge .mbangkan te .mpat parkir di dalam maupun di luar 

ruang milik jalan; 

4. Me .lakukan pe .mbinaan dan pe .ngawasan 

Ke .we .nangan Pe .me .rintah Kota Surabaya dalam pe .nge .lolaan pe.rparkiran juga 

me .liputi be.be .rapa aspe.k, diantaranya yaitu: 

1. Regulasi dan Perizinan:  

Pe .me .rintah me .miliki we .we .nang untuk me .ne .tapkan pe .raturan te .rkait pe.nggunaan 

ruang parkir, te.rmasuk izin untuk me .ndirikan te.mpat parkir. 

2. Pengenaan Tarif:  

Pe .me .rintah kota dapat me .ne .tapkan tarif parkir, baik untuk parkir on-stre.e .t (di te.pi 

jalan) maupun off-stre .e.t (di lokasi parkir khusus). 

3. Penataan dan Pengawasan:  

Ke .we .nangan ini me .ncakup pe .nataan are .a parkir agar te.rtib dan se .suai de .ngan 

ke .butuhan masyarakat, se .rta pe.ngawasan untuk me .mastikan ke .patuhan te .rhadap 

pe .raturan yang ada. 

4. Pembangunan Infrastruktur:  

Pe .me .rintah juga be.rtanggung jawab dalam pe .nge .mbangan infrastruktur parkir, 

se .pe.rti pe.mbuatan ge.dung parkir atau lahan parkir baru. 

Ke .we .nangan te.rse .but be .rtujuan untuk me .nciptakan tata ke.lola parkir yang e .fisie.n, 

aman, dan me .ndukung mobilitas masyarakat dalam hal pe .rparkiran. Ke .we .nangan lain 

dari Pe.me .rintah Dae .rah dalam hal ini Pe .me .rintah Kota Surabaya yang me .mbe .rikan 

we .we .nang ke .pada Dinas Pe .rhubungan. Dinas Pe .rhubungan me .mpunyai koordinator 

2
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juru parkir untuk me .ndistribusikan karcis dan me .nye .torkan hasil se.toran parkir se.tiap 

harinya.  

Pada Pasal 1 ayat 9 Pe.raturan Dae.rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe .rparkiran di Kota Surabaya yang dimaksud de .ngan Koordinator 

juru parkir adalah orang yang ditunjuk ole.h Ke .pala Dinas Pe.rhubungan Kota Surabaya 

yang be .rtugas me .ngkoordinir be .be.rapa juru parkir se.suai de .ngan wilayah ke .rja yang 

te.lah dite.ntukan, de .ngan me .nunjuk koordinator juru parkir di se.tiap wilayah yang 

te.lah dite.ntukan jadi le.bih me .mudahkan Dinas Pe .rhubungan untuk me .ndistribusikan 

karcis se.rta me .ne .rima hasi se.toran parkir yang dite.rima se .tiap harinya. 

Se .tiap koordinator juru parkir rata-rata me .mbawahi puluhan atau be.lasan juru 

parkir dalam hal ini Juru parkir adalah orang yang ditunjuk ole .h Ke .pala Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya untuk me .nge .lola te .mpat parkir di te.pi jalan umum se .suai 

de .ngan Pasal 1 ayat 8 Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya. 

Se .suai de.ngan Ke .te.ntuan Pe .raturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 

Te .ntang Tata Cara Pe .mbe .rian Honorarium Pe .tugas Parkir, Pe .me .ritah Kota Surabaya 

dalam hal ini Dinas Pe .rhubungan me .ne .tapkan tarif ke.pada juru parkir me .lalui 

koordinator parkir untuk me .nye .torkan 70% dari total pe .ndapatannya se .tiap harinya 

ke .pada Dinas Pe.rhubungan, 10% dibe.rikan untuk koordinator juru parkir dan 20% 

dibe.rikan untuk juru parkir te .rse.but. 

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pe .raturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Te.ntang 

Tata Cara Pe .mbe .rian Honorarium Pe .tugas Parkir juga dise.butkan bahwa Pe .tugas 

parkir wajib me .nye .torkan se .luruh Re .tribusi Pe .layanan Parkir di Te.pi Jalan Umum 

3
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dan/atau Re.tribusi Te.mpat Khusus Parkir yang te.lah dipungut se.tiap hari ke.pada 

Be .ndahara Pe .ne .rimaan pada Dinas Pe .rhubungan me .lalui Koordinator Juru Parkir dan 

Be .ndahara Pe .ne .rimaan pada Dinas Pe .rhubungan wajib me .re .kap an me .nye .torkan 

se .luruh hasil pe .mungutan Re .tribusi Pe .layanan Parkir di Te.pi Jalan Umum dan/atau 

Re .tribusi Te.mpat Khusus Parkir se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) ke. re.ke .ning kas 

umum dae .rah paling lambat 1 (satu) hari ke .rja te.rhitung se .jak dite.rimanya hasil 

pe .mungutan dari Koordinator Juru Parkir.42 

Juru parkir yang te.lah te.rdaftar di Dinas Pe.rhubungan dan me .me .nuhi syarat 

se .bagai juru parkir re.smi be .rhak me .mpe .role .h Kartu Tanda Anggota (KTA), karcis 

parkir, pe.luit dan rompi dari Dinas Pe .rhubungan. Pada Pasal 1 ayat 19 Pe .raturan 

Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye .le .nggaraan Pe .rparkiran di 

Kota Surabaya, Karcis Parkir adalah tanda bukti pe.mbayaran parkir atas pe.makaian 

te.mpat parkir ke.pada se.tiap ke.ndaraan. Syarat untuk me .jadi juru parkir se .suai de.ngan 

himbauan atau insruksi Walikota Surabaya yaitu me .ndaftar di Dinas Pe .rhubungan 

de .ngan me .le .ngkapi pe.rsayaratan se.pe .rti foto copy Kartu Tanda Pe .nduduk (KTP), 

Kartu Ke .luarga (KK), Foto 4x6 dan tanpa dike.nakan biaya apapun.  

 

2.2. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya 

 Pada bab ini pe .ne .liti me .maparkan hasil wawancara yang dilakukan de.ngan 

narasumbe .r dari Dinas Pe.rhubungan Kota Surabaya, se.rta pe.mbahasan 

be .rdasarkan te .ori dan pe .raturan yang re .le.van. Analisis dilakukan me .nggunakan 

me .tode . analisis te.matik de .ngan tiga tahapan yaitu re.duksi bahan hukum, 

                                                            
42 Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium 

Petugas Parkir 
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kate.gorisasi te.matik, dan inte.rpre.tasi bahan hukum. Fokus pe .mbahasan diarahkan 

pada dua aspe .k utama: pe .ngawasan pe .nye .le.nggaraan parkir dan pe.rlindungan 

hukum te .rhadap pe.ngguna jasa parkir di Kota Surabaya. Pe.ne .litian ini 

me .ngungkapkan be .rbagai aspe.k pe .nye .le.nggaraan pe .rparkiran di Kota Surabaya, 

khususnya te .rkait de .ngan me .kanisme . pe .ngawasan dan re .gulasi. Be .rdasarkan hasil 

wawancara me .ndalam de .ngan pihak Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya, 

dipe.role.h informasi bahwa siste.m pe .ngawasan te .rhadap juru parkir dan aktivitas 

parkir diatur me .lalui tahapan: te.guran lisan, pe .mbe .rian surat pe.ringatan atau 

pe .nilangan KTA, hingga tindak pidana ringan (tipiring) ole .h aparat ke .polisian. 

Sanksi tipiring umumnya dike.nakan de .nda se .kitar Rp150.000, me .skipun 

e .fe .ktivitas sanksi ini masih dirasa kurang maksimal. Untuk me .mastikan le.galitas 

juru parkir, pihak Dinas Pe .rhubungan me .ne .tapkan bahwa juru parkir re.smi harus 

me .miliki KTA, rompi, karcis, dan pe .luit. Jika juru parkir te .rbukti me .narik tarif 

me .le .bihi ke.te .ntuan, maka akan dike.nai te.guran dan tilang KTA, se .rta dilakukan 

pe .mbinaan. Tim patroli dan tim walle.t Dishub me .lakukan pe.ngawasan rutin 

me .nggunakan ke.ndaraan mobil dan se .pe.da motor. Pe.rsyaratan administrasi bagi 

calon juru parkir me .liputi fotokopi KTP, KK, dan pas foto 4x6, tanpa dike.nakan 

biaya pe.ndaftaran. Saat ini te.rdapat 1.438 titik lokasi parkir di te .pi jalan umum 

Surabaya, de .ngan jumlah juru parkir yang masih divalidasi se.cara be .rkala. 

Pe .mkot Surabaya me .lalui Dinas Pe .rhubungan me .ndorong agar juru parkir be .rasal 

dari warga se.te .mpat untuk me .ngurangi masalah sosial. Pe .nge.lolaan parkir 

dilakukan ole.h koordinator juru parkir yang me .ndistribusikan karcis dan 

me .nye .torkan hasil se.toran harian. Pe .rwali No. 2 Tahun 2015 me .ne .tapkan 
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pe .mbagian hasil: 70% untuk pe .me .rintah kota, 20% untuk juru parkir, dan 10% 

untuk koordinator. Se.toran dilakukan se .cara tunai ole.h koordinator ke. re .ke .ning 

kas umum dae .rah me .lalui Bank Jatim. Untuk lokasi parkir di luar pe.ngawasan 

Dishub, se.pe .rti di dalam are .a minimarke .t, pe .nge .lolaan me .njadi tanggung jawab 

manaje .me .n te.mpat te .rse.but. Jika ada juru parkir yang me .ngajukan izin re .smi, ia 

te.tap diwajibkan me .nye .tor hasil parkir, me .ski masih se .ring dite.mukan 

pe .nyalahgunaan. Dalam kasus di Ke .bun Binatang Surabaya, juru parkir tidak 

dike.lola ole.h Dishub me .lainkan dikaryakan se .bagai mitra de.ngan siste.m gaji 

harian. Pe.nghasilan yang me .re .ka se .torkan te.tap diawasi dan dikirimkan ke . kas 

dae .rah. Me.ski jadwal pe.ngawasan te.lah dite.tapkan se .tiap hari pukul 08.00 hingga 

16.00, pe .ngawasan masih difokuskan pada titik-titik de.ngan pote.nsi pe.ndapatan 

tinggi se.pe .rti Taman Bungkul dan Tugu Pahlawan. Jumlah pe .rsone.l pe.ngawasan 

yang minim dan sarana prasarana yang te.rbatas turut me .njadi ke .ndala. 

 Hasil wawancara Pe.nulis de.ngan Informan Dinas Pe .rhubungan Kota 

Surabaya te.rkait de.ngan Pe .ngawasan te.rhadap Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di 

Kota Surabaya yaitu pe .ngawasan untuk juru parkir kita ada 3 (tiga) tindakan 

yaitu: 

1. Te .guran se.cara lisan 

2. Pe .mbe .rian pe .ringatan surat atau pe.nilangan KTA 

3. Tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabhara untuk juru parkirnya. Te.rkait 

pe .langgaran parkir liarnya itu ke.we .nangan dari Dinas Pe .rhubungan Kota 

Surabaya bidang pe.ngawasan dan pe .nge .ndalian se .rta polisi lalu lintas 

(polantas). 
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 Tipiringnya rata-rata ke .na de.nda Rp. 150.000,- (se.ratus lima puluh ribu 

rupiah). Se.be .narnya hal te.rse .but dianggap kurang te.gas jika dibandingikan de.ngan 

pe .ndapatan yang dipe.role.h ole.h juru parkir liar te.rse.but. Juru parkir yang re.smi 

me .mpunyai KTA, rompi, karcis, pe .luit untuk juru parkir yang me .narik di luar 

tarif parkir te.rse .but sanksinya yaitu be .rupa te.guran dan tilang KTA se .kaligus 

de .ngan pe.mbe .rian pe.mbinaan di lokasi ke.jadian te.rse .but. Jadi, juru parkir yang 

ke .dapatan me .langgar aturan itu langsung dipanggil sama pihak Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya untuk dilakukan pe .mbinaan. Ada tim patroli dan tim 

walle.t, yang mana tim patroli itu ke.liling pakai mobil dan tim walle .t ke .liling pakai 

se .pe.da motor. Ke .liling untuk me .ngawasi kine.rja juru parkir. Pe.rsyaratan untuk 

jadi juru parkir yaitu de.ngan daftar ke . kantor Dinas Pe.rhubungan Kota Surabaya 

de .ngan me .nye .rtakan foto copy Kartu tanda Pe.nduduk (KTP), Kartu Ke .luarga 

(KK) dan foto ukuran 4x6. 

 Wilayah parkir di te.pi jalan umum te .rdapat kurang le .bih 1438 titik lokasi di 

Kota Surabaya, untuk 1438 wilayah tadi ada be.be .rapa yang juru parkirnya le.bih 

dari 1 dan se .karang kami masih me .mvalidasi untuk me .mastikan se.tiap tahunnya. 

Pe .nambahan juru parkir te.rgantung de.ngan pote.nsinya juga, ke.banyakan juru 

parkir di Kota Surabaya ini dari pulau se .brang (Madura), jadi banyak 

proble.matika yang disampaikan warga ke. Walikota Surabaya, mungkin di wilayah 

yang mayoritas masyarakatnya be.rpe .nghasilan re.ndah, kare.na ke .banyakan di 

lapangan itu lokasinya misal di dae .rah atau jalan Ahmad Yani Kota Surabaya 

te.tapi juru parkirnya bukan dari wilayah orang situ. Walikota se.mpat me .manggil 

se .luruh camat dan lurah, kalau ada lokasi baru yang harus diutamakan warga 
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dae .rah te.rse .but te.rle.bih dahulu. De .ngan adanya hal te .rse.but pihak Dinas 

Pe .rhubugan Kota Surabaya masih me .mbuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya 

harus KTP Kota Surabaya, pas foto 4x6, foto copy KTP dan KK, surat pe .rnyataan 

atau kuasa dari pe.milik usaha, surat ke .te.rangan dari RT, RW di wilayah te.rse .but. 

 Ke .we .nangan Dinas Pe.rhubugan Kota Surabaya te.rhadap pe .nye .le.nggaraan 

pe .rpakiran dan juru parkir yaitu dishub punya koordinator juru parkir untuk 

me .ndistribusikan karcis dan me .nye .torkan hasil se.toran se .tiap harinya. 

Pe .nunjukkan koordinator juru parkir ditunjuk ole .h dishub pe .rwilayah dan 

koordinator juru parkir me .mbawahi rata-rata be .lasan orang juru parkir di 

wilayahnya te.rse .but. Untuk se.toranya diatur dalam Pe .raturan Walikota Surabaya 

Nomor 2 Tahun 2015 Te .ntang Tata Cara Pe .mbe .rian Honorarium Pe .tugas Parkir, 

di dalam ke .te.ntuannya te .rse.but untuk pe .me .rintah kota 70% (tujuh puluh pe .rse.n) 

dari total pe.ndapatan yang dipe .role.h ole .h juru parkir te.rse .but, yang 10% (se .puluh 

pe .rse.n) untuk koordinator juru parkir dan yang 20% (dua puluh pe .rse.n) untuk juru 

parkir itu se .ndiri. Wilyah parkir di indomare .t yang untuk dite .pi jalan umumnya 

adalah ke.we .nangan dari Dinas Pe .rhubugan Kota Surabaya, te .tapi untuk yang di 

halaman de .pan atau lahan parkir indomare .t yaitu milik pribadi atau pe .rse .orangan 

yang me .miliki bangunan te.rse .but. Biasanya di dalam lahan parkir te.rse.but te.rte.ra 

ada tulisan be.bas parkir yang mana me .rupakan ke.we .nangan dari pe.milik 

bangunan te .rse.but atau pihak manaje.me .n indomare .t te .rse.but, kare.na dari 

manaje .me .n indomare .t se .tornya bukan ke . dinas pe .rhubungan te .tapi ke . badan 

pe .ndapatan dae .rah (bape .nda). Biasanya ada ke .te.ntuan atau surat maupun izin baik 

se .cara te.rtulis maupun lisan yang diajukan ole.h juru parkir te .rle.be.ih dahulu ke . 

3
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Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya. Pihak juru parkir yang be .rtugas di luar 

halaman indomare .t kadang kala juga me .nyalahgunakan halaman parkir indomare .t 

yang ada di dalam wilayah te.rse.but, hal te.rse .but yang masih harus se .ring 

dipe.ringati. 

 Kasus yang sampai walikota turun ke . lapangan me .ngangani juru parkir liar 

te.rse .but de.ngan tindakan untuk juru parkirnya discranning te .rle.bih dulu dan sudah 

dirapatkan be .rsama koordinator wilayah disana te .rnyata ke.se .pakatanya 

dikaryakan istilahnya me .re .ka tidak ikut dinas pe .rhubungan te .tapi mitranya 

se .ndiri,, kare .na me .raka tidak mau bagi hasil maka me .makai siste.m gaji harian. 

Jumlah gaji hariannya tidak sampai Rp. 200.0000,-  (dua ratus ribu rupiah) pe.r 

hari. Uang hasil parkir te.rse.but se.bagian dise.torkan ole.h juru parkir kare.na masih 

ada pe.ngawasnya dari dishub dan dise .trokan ke. kas umum dae .rah lalu dise .torkan 

ke . Pe .me .rintah Kota Surabaya. Uang te.rse.but nantinya diatur dan me .njadi 

ke .we .nangan ole.h tim APD (Anggaran Pe.ndapatan Dae.rah) atau bisa langsung ke. 

walikota atau ke.pala dae .rah kare.na se.tiap pimpinan me .mpunyai program ke .rja 

masing-masing se .lama 5 tahun dan se.bagainya. 

   

2.3.   Bentuk Pengawasan Penyelenggaran Perparkiran 

Hasil wawancara de.ngan informan pe .ne .litian dari Dinas Pe .rhubungan Kota 

Surabaya untuk pe .ngawasan juru parkir ada 3 (tiga) tindakan yang pe .rtama yaitu 

te.guran se.cara lisan, ke .dua yaitu pe .mbe .rian pe .ringatan surat atau pe.nilangan KTA, 

dan yang ke .tiga yaitu tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabara. Te.rkait de.ngan 

pe .langgaran parkir liarnya itu ke.we .nangan dari bidang pe.ngawasan dan pe .nge .ndalian 
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itu kaitanya sama Polantas kalau juru parkirnya sama Sabara. 43 Tindak pidana 

ringannya rata-rata dike.nakan de .nda 150 ribu. Se .be .narnya tindakan te.rse .but me .mang 

dirasa masih kurang te.gas kalau dibanding 150 ribu de.ngan pe .ndapatanya dan ne.bus 

juru parkirnya ke .mbali lagi. Juru parkir yang re.smi me .mpunyai Kartu Tanda Anggota 

(KTA), me .nge .nakan rompi, me .be .rikan karcis parkir dan me .mpunyai pe .luit. Untuk 

juru parkir yang me .narik di luar tarif dike.nakan sanksi yaitu be .rupa te.guran dan tilang 

Kartu Tanda Anggota (KTA), pe .mbe .rian pe.mbinaan langsung di te .mpat atau di lokasi 

te.rse .but. Jadi juru parkir yang ke.dapatan me .langgar aturan itu langsung dipanggil 

sama pihak Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya Bidang Pe .rparkiran untuk dilakukan 

pe .mbinaan ole.h Dishub langsung, dan juga ada tim patroli dan tim walle .t yang mana 

tim patroli itu ke.liling pakai mobil dan tim walle.t ke .liling pakai se.pe .da motor. 

Ke .liling untuk me .ngawasi kine.rja juru parkir.44 

Pe .ndaftaran untuk me .njadi juru parkir re .smi yaitu de.ngan datang langsung ke . 

Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya de .ngan me .nye .rtakan syarat ke.le.ngkapan yaitu 

Kartu Tanda Pe .nduduk (KTP), Kartu Ke.luarga (KK) dan foto 4x6 tanpa dipungut 

biaya apapun dan juru parkir yang sudah me .ndaftar akan dibe .rikan Kartu Tanda 

Anggota (KTA), rompi, pe .luit dan jika sudah mulai be .ke.rja akan dibe .rikan karcis 

parkir me .lalui koordinator wilayah parkirnya, untuk wilayah parkir di te.pi jalan umum 

yang te.rbaru pe .r Nove .mbe .r 2024 ada 1438 titik lokasi di Kota Surabaya dan untuk 

1438 wilayah tadi ada be .be .rapa yang juru parkirnya le.bih dari 1 dan se.karang pihak 

                                                            
43  Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 

November 2024. 

44  Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 

November 2024. 
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Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya masih akan me .mvalidasi lagi untuk me .mastikan 

jumlah se .tiap tahunnya.45 Pe .nambahan juru parke.r untuk se.tiap tahunnya te.rgantung 

pote.nsinya juga, ke.banyakan juru parkir yang ada di Surabaya ini ke.banyakan dari 

pulau se.brang (Madura) jadi banyak proble.matika yang disampaikan warga ke . wali 

kota, di wilayah masyarakat yang mayoritas be.rpe .nghasilan re .ndah, kare .na 

ke .banyakan di lapangan itu lokasinya misal di dae.ran Ahmad Yani te .tapi juru 

parkirnya bukan dari wilayah te.rse.but. Wali kota se.mpat me .manggil se .luruh camat 

dan lurah, kalau ada lokasi baru harus diutamakan warga se .te.mpat te .rle.bih dahulu. 

De .ngan adanya ke .bijakan te .rse.but, Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya masih 

me .mbuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya harus be.r-KTP Surabaya, atau warga 

asli Surabaya de.ngan me .nye .rtakan pe .rsyaratan yaitu be.rupa pas foto 4x6, foto copy 

KTP dan KK, surat pe.rnyataan atau kuasa dari pe .milik usaha dan surat ke.te.rangan dari 

RT, RW wilayah te.rse.but.46 

Adapun pe .ngawasan dalam be .ntuk lain yaitu se.bagai be.rikut : 

1. Bentuk Pengawasan Preventif 

Pe .ngawasan pre.ve .ntif me .nurut Sujanto adalah pe.ngawasan yang 

dilakukan se .be.lum pe .laksanaan. 47  Istilah pre.ve .ntif ini be .rasal dari kata 

“pre .ve.ntie.f” yang me .mpunyai makna suatu tindakan be .rsifat pe .nce.gahan artinya 

se .be.lum suatu pe .raturan dae .rah dibe.rlakukan maka dilakukan pe .ngawasan dalam 

be .ntuk pe.nce .gahan agar pe .raturan dae .rah yang be .rsangkutan tidak be.rte .ntangan 

                                                            
45 Ibid 

46  Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 

November 2024 

47 Sujamto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1986. Hal 76-

77 

77
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de .ngan prinsif-prinsip umum pe .mbe .ntukan pe.raturan dae.rah dan tidak 

be .rte.ntangan de .ngan pe .raturan pe .rundang-undangan di tingkat atasnya dan 

ke .pe .ntingan umum. 

Pe .ngawasan pre .ve .ntif diartikan se.bagai be.rsifat me .nce .gah se .me .ntara, 

diartikan be .rsifat me .nce .gah agar tidak te.rjadi se.suatu dan ke .we .nangannya 

dile.takan pada pe.jabat yang be.rwe .nang. Se .cara umum pe .ngawasan itu 

me .mpunyai arti yang luas, yaitu suatu prose.s, cara pe.rbuatan pe.ngontrolan, 

pe .me .liharaan dan pe.me .riksaan de .ngan me .mbe .rikan pe.tunjuk atau pe.doman untuk 

me .laksanakan suatu ke .giatan. Me .nurut Bagir Manan, bahwa: “Istilah 

pe .ngawasan” se.ring dipadankan (e.quivale.nt) de.ngan istilah “toe.zicht” (Be .landa), 

“upe .rvision” dan “control” (Be .landa dan Inggris) pe.ngawasan te.rse.but dilakukan 

dalam rangka de .se .ntralisasi, maka le .bih te.pat de .ngan istilah toe.zicht atau 

supe .rvision bukan de.ngan control. Se .bab control ke.cuali me .ngandung maksud 

pe .ngawasan, juga be .rarti pe.nge .ndalian, me .ngarahkan, me .ngatur, dan me .ngurus. 

Se .dangkan pe .ngawasan dalam lapangan de .se.ntralisasi se .cara asasi tidak 

me .ngandung makna ikut me .ngarahkan, apalagi ikut me .ngatur atau me .ngurus.48 

Pe .ngawasan pada de.se.ntralisasi apakah ke.putusan pe.me .rintah dae.rah 

be .rte.ntangan atau tidak de .ngan pe .raturan pe.rundang-undangan yang le .bih tinggi 

atau de.ngan ke .pe .ntingan umum. Dalam ke .putusan ilmu pe .nge .tahuan banyak 

rumusan te .ntang konse.p pe.ngawasan, te.tapi dalam rangka hubungan ke.we .nangan 

urusan pe.me .rintahan dae .rah te.rmasuk pe .raturan dae.rah yang dise.rahkan, ke.pada 

                                                            
48 Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, 

Yogyakarta: 2001. Hal. 246 
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dae .rah otonom ole .h pe .me .rintah yang me .mpunyai ke.kuasaan pe .me .rintahan dalam 

ne .gara ke.satuan, maka pe .ngawasan pre.ve .ntif dapat diartikan se .bagai pe.mbatasan 

te.rhadap ke.we .we .nangan dae.rah me .nge .nai hal te.rte.ntu be.rdasarkan pe .mbagian 

ke .kuasaan pe .me .rintahan se .cara ve .rtikal yang dite.ntukan dan diatur dalam 

pe .raturan pe .rundang-undangan. Pe.me .rintah dae .rah dalam me .nye .le .nggarakan 

urusan pe.me .rintahan yang dipe .role.h be .rdasarkan asas de .se .ntralisasi, tidak be .rarti 

dapat be.rbuat se.mau-maunya tanpa kontrol dari pe .me .rintah (pusat), te .tapi ada 

be .brapa hal yang harus dipe.rhatikan ole.h pe .me .rintah dae.rah. 

Pe .ngawasan pe.me .rintah ini pada umumnya me .nyangkut pe.ngawasan 

ke .we .nangan dalam bidang te.rte.ntu pada dae.rah, agar te.tap te.rjadi hubungan 

ke .we .nangan yang se .rasi atau se.jalan de.ngan ke .pe .ntingan umum, pe .raturan 

pe .rundang-undangan yang le.bih tinggi, dan dae .rah lain. kare.na itu, dalam 

pe .mbagian ke .we .nangan be .rdasarkan siste.m de .se .ntralisasi diatur dan dite.ntukan 

urusan pe.me .rintahan te.rte.ntu se.bagai be.ntuk pe .mbatasan-pe .mbatasan, apa yang 

me .njadi tugas, fungsi, ke .wajiban, dan ke.we .nangan dae.rah-dae .rah, se.hingga antara 

dae .rah-dae.rah de .nga pe .me .rintah te .rjadi hubungan ke .we .nangan dalam rangka 

ke .se.tasian dalam me .nye .le.nggarakan pe .me .rintahan. Pe .ngawasan te .rhadap 

pe .raturan dae .rah dilakukan, se.lain dalam rangka me .njamin pe .layanan (dalam 

bidang te.rte .ntu) yang sama untuk se .luruh rakyat (azaz re .qual tre.atme .nt); 

me .njamin ke .se.ragaman tindakan te .rte .ntu (asas uniformitas), juga untuk me .njaga 

hubungan antara pe.me .rintah dan dae .rah te.tap te.rpe.lihara dan me .njamin ke .utuhan 

ne .gara dan ke .satuan pe.me .rintah. 
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Pe .ngawasan pre .ve .ntif te.rse.but diatas me .mpunyai makna yang luas yang 

dilakukan ole .h pe.me .rintah me .lalu pe .jabat yang be .rwe .nang se .bagai usaha untuk 

me .mlihara hubungan yang se .rasi dan harmonis antara pe.me .rintah de.ngan dae .rah 

dan antar dae .rah-dae.rah dalam me .nye .le.nggarakan pe.me .rintahan. Pe.ngawasan 

pre.ve .ntif te .rhadap pe .raturan dae.rah me .rupakan konse .kue .nsi dan tanggungjawab 

pe .me .rintah dalam me .njalankan ke .kuasaan pe .me .rintahan yang me .me .gang 

“monopoli” ke.kuasaan pe .me .rintahan, se.hingga pe .me .rintah me .ne .tukan cara-cara 

te.rte.ntu misalnya dalam be .ntuk pe .ngawasan pre.ve .ntif, te.rhadap ke.we .nangan 

pe .nye .le.nggaraan pe.me .rintah pada tingkat-tingkat pe.me .rintahan dae.rah agar 

urusan pe.me .rintah dapat dise.le .nggarakan se.cara te.rtib, pe .me .rintahan me .lalui 

pe .ngarahan-pe .ngarahan pe .jabat yang be .rwe .nang. 

Pe .ngawasan pre.ve .ntif dilakukan dalam rangka me .njaga agar ke.we .nangan 

antara pe.me .rintah dan dae .rah-dae.rah tidak be.rbe .nturan. Pe.me .rintah me .ne .ntukan 

cara-cara atau be.ntuk pe .ngawasan pre.ve .ntif te.rhadap pe .nye .le.nggaraan 

ke .we .nangan dae .rah dalam me .ngatur urusan pe .me .rintahan te .rte.ntu agar dapat 

te.rjadi ke.te .rtiban dalam pe .nye .le .nggaraan ke .we .nangan pe.me .rintah antara 

pe .me .rintah dan dae.rah-dae .rah otonom. Ke .te .rtiban ke.we .nangan pe.me .rintah ini 

tidak lain adalah dalam rangka ke.te .rtiban hukum pada umumnya. De .ngan kata 

lain, pe.ngawasan pre.ve .ntif te.rhadap pe .raturan dae .rah dibe.ntuk tidak me .mpunyai 

ke .kurangan yuridis, te.tapi pe.rbuatan pe.me .rintah me .mbe .ntuk pe.raturan dae.rah 

te.rse .but akan me .njadi sah se .te.lah ada pe .nge .sahan dari pe.jabat yang be.rwe .nang 

dalam rangka me .nye .suaikan dan me .mbandingkan de .ngan be .ntuk pe .raturan 

pe .rundang-undangan yang lain. Agar dapat dite.rima se .bagai bagian dari 
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ke .te.rtiban hukum dan me .mpunyai ke .te.ntuan hukum dan me .mpe .ngaruhi pe .rgaulan 

hukum. Walaupun de .mikian ada yang be .rpe.ndapat bahwa pe .ngawasan pre.ve .ntif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah se .bagai salah satu tindak lanjut me .mpe .rkuat atau untuk 

me .lihat le.bih jauh sahnya suatu prose .s pe.mbe .ntukan pe.raturan dae.rah, se .hingga 

pe .ngawasan pre.ve .ntif tidak hanya diwujudkan de .ngan pe.mbe .rian atau ditolak 

pe .nge .sahan te .rhadap pe .raturan dae .rah, te.tapi dalam be .rbagai be.ntuk putusan 

pe .jabat be .rwe .nang. Dalam hal ini, maka badan atau pe .jabat yang be .rwe .nang 

me .lakukan tindakan pe .ngawasan pre.ve .ntif dapat dipandang dalam rangka 

me .ne .liti dan me .nge .valuasi syarat-syarat pe.mbe .ntukan pe .raturan dae .rah baik 

se .cara formal maupun mate .ril. Me .nurut Bagir Manan bahwa: Dalam 

pe .rke.mbangan, pe .ngawasan dalam arti “toe.zicht” atau “supe .rvision” me .ngalami 

pe .rke.mbangan se.pe .rti adanya “pe.tunjuk”, “pe.doman”, “bimbingan”, pe .ne .ntuan 

syarat-syarat yang harus diikuti. Pe .rke.mbangan ini me .nye .babkan pe .ngawasan 

tidak lagi se .ke.dar “che .cking” atau dalam rangka “me .njaga ke.se .imbangan” 

pe .ngawasan dalam kualitas te.rte.ntu me .njadi se.macam “me .ncampuri” we .we .nang 

dae .rah untuk me .ngatur dan me .ngurus rumah tangganya se.ndiri.49 

Dalam paktiknya syarat-syarat formal maupun mate.ril dalam pe .mbe .ntukan 

pe .raturan dae .rah se.bagai pe .raturan pe .rundang-undangan se .lalu dipe .rhatikan ole .h 

pe .jabat yang be .rwe.nang, se.hingga alasan-alasan pe.laksanaan pe.ngawasan 

pre.ve .ntif te .rhadap pe .raturan dae.rah me .njadi luas, bahkan tidak le .pas dari nuansa 

                                                            
49 Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, 

Yogyakarta: 2001. Hal. 246 
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tindakan “politis” yang me .le .kat pada pe .jabat yang be .rwe .nang se .bagai pe .laksanan 

asas de.konse .ntrasi di dae .rah. 

Be .rdasarkan ke .nyataan te .rse.but, maka alasan-alasan pe.ngawasan pre.ve .ntif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah tidak le .pas dari pe .rwujudan ke .bijaksanaan dari 

pe .me .rintah atas dasar ke .pe .ntingan pe .me .rintah, dae .rah provinsi dan dae .rah lain, 

se .hingga pe .ngawasan pre .ve .ntif te .rhadap pe .raturan dae .rah dalam hal ini 

khususnya Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya dilakukan, juga antara lain dalam 

rangka untuk: 

a. Koordinasi : me .nce .gah atau me .ncari pe .nye .le.saian pe .rse.lisiahan ke .pe.ntingan; 

b. Pe .ngawasan ke .bijaksanaan : dise.suaikan ke .bijaksanaan dari aparat pe.mrintah 

yang le.bih re .ndah te.rhadap yang le.bih tinggi; 

c. Pe .ngawasan kualitas : kontrol atas ke .bole.han dan kualitas te.knis pe.ngambilan 

ke .putusan dan tindakan-tindakan aparat pe.me .rintah yang le.bih re.ndah; 

d. Alasan-alasan ke .uangan : pe.ningkatan ke.bijaksanaan yang te.pat dan 

se .imbang aparat pe .me .rintah yang le.bih re.ndah; 

e. Pe .rlindungan hak dan ke .pe .ntingan warga : dalam situasi te.rte.ntu mungkin 

dipe.rlukan suatu pe.rlindungan khusus untuk ke.pe .ntingan dari se .orang warga. 

Alasan-alasan pe .ngawasan pre.ve .ntif te.rhadap ke .we .nangan 

pe .nye .le.nggaraan urusan pe .me .rintah dae .rah te.rse .but dapat me .njadi bagian dari 

tugas pe.me .rintah pada umumnya. Akan te.tapi, ole.h kare.na orie .ntasi pe .mbe .rian 

otonomi ke .pada dae.rah pada pe.mbangunan yang me .liputi be .rbagai aspe .k, maka 

dae .rah be.rke .wajiban untuk me .lancarakan jalannya pe .mbangunan se .bagai sarana 

2
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untuk me .ncapai ke.se .jahte.raan masyarakat, se.hingga pe.laksanaan pe.ngawasan 

pre.ve .ntif te .rhadap pe.raturan dae.rah tidak dapat dile.paskan dari orie.ntasi 

pe .laksanaan pe .mbangunan. Hal ini be .rarti pe.laksanaan pe .ngawasan pre.ve .ntif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah tidak hanya te.rbatas pada alasan ke.pe .ntingan dan 

pe .raturan dae .rah lainnya, te.tapi dapat me .nyangkut ke.bijaksanaan Pe .me .rintah, 

dae .rah, provinsi , dae.rah lain, dan dae.rah se.ndiri dalam rangka pe.laksanaan 

pe .mbangunan. Dalam ke .adaan se .pe.rti itu, maka untuk ke.pastian ke.we .nangan hak 

me .ngatur dari suatu dae .rah otonomi, maka pe .ngawasan pre.ve .ntif te.rhadap 

pe .raturan dae .rah me .rupakan hak, yaitu suatu hak untuk me .nce .gah atau 

me .ngukuhkan suatu ke.putusan agar me .mpunyai atau tidak me .mpunyai ke .kuatan 

me .ngikat ole .h suatu badan pe .me .rintahan yang be .rbe.da dari badan yang me .mbuat 

ke .putusan pe .raturan dae.rah te.rse.but. 

Pe .me .rintah Dae .rah dalam hal ini Pe .me .rintah Kota Surabaya me .lalui Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya me .lakukan pe .ngawan pre .ve.ntif te .rhadap 

pe .nye .le.nggaraan pe .rparkiran di Kota Surabaya de.ngan me .mbe .rikan himbauan 

pe .nyuluhan te.rutama ke .pada juru parkir, jika dite.mui hal yang tidak se .suai akan 

dibe.rikan te.guran te.rle.bih dahulu ke.pada juru parkir te.rse.but baik te.guran se .cara 

lisan maupun te .rtulis. Pe .ngawasan juga dilakukan se .cara be .rkala ole .h Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya Bidang Pe .ngawasan dan Pe.nge .ndalian be.ke .rjasama 

de .ngan Komando Garnisun Te.tap (Kogartap) III Surabaya, Samapta Bhayangkara 

(Sabhara) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 
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2. Bentuk Pengawasan Represif 

Pe .ngawasan re.pre .sif adalah pe.ngawasan yang dilakukan se.te.lah pe.ke .rjaan 

atau ke.giatan dilaksanakan. Dalam pe .nge .rtian lain pe .ngawasan re.pre .sif 

me .rupakan pe .ngawasan te.rhadap pe.raturan dae.rah yang te.lah dibuat. Pe.ngawasan 

re.pre .sif ini be .rke.naan de .ngan pe .mbe .ntukan suatu pe.raturan dae.rah yang 

didasarkan pada syarat formil pe.mbe .ntukan dan pe.nge .sahan, se.rta pe.mbe .rlakuan 

suatu pe.raturan dae.rah se .suai se.cara le.gal formal. Pe.ngujian te.rhadap pe .raturan 

dae .rah dapat dilakukan, se .bagaimana be .rlakunya te.rhadap pe .raturan pe.rundang-

undangan pada umumnya. Pe .ngujian dimaksud dilakukan baik se.cara formal 

maupun se .cara mate .ril. 

Pe .raturan dae .rah se .te.lah dibe.ntuk ole.h dae .rah (pe.me .rintah dae .rah) dan 

me .me .nuhi syarat-syarat pe .mbe .ntukan dan me .mpe .role.h pe .nge .sahan, maka dapat 

dibe.rlakukan. Pe .mbe .rlakuan pe.raturan dae.rah ini me .lalui pe .ngumuman dalam 

le.mbaran dae .rah. Pe .ngumuman atau pe .ngundangan pe .raturan dae .rah dilakukan 

agar pe .raturan dae.rah dapat dilaksanakan (dite.rapkan) dan me .mpunyai ke .kuatan 

hukum untuk be .rlaku dan me .ngikat se .cara umum. Apabila dalam pe .laksanaannya 

me .ndatangkan pe.rsoalan, maka pe .raturan dae .rah te.rse .but dapat dilakukan 

pe .ngujian. Pe .ngujian te.rhadap pe .raturan dae.rah dilakukan, se .bagaimana 

be .rlakunya te.rhadap pe .raturan pe.rundang-undangan pada umumnya. Pe .ngujian 

dimaksud dilakukan baik se .cara formal maupun se .cara mate.ril. Walaupun hak 

me .nguji te .rhadap pe .raturan pe.rundang-undangan pada umumnya me .le .kat pada 

fungsi pe.radilan (be.rdasarkan pe.rturan pe.rundang-undangan maupun 

yurisprude.nsi), namun dalam pe .rke .mbanganya pe.ngujian te.rhadap pe .raturan 

2
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pe .rundang-undangan bukan hanya me .njadi monopoli dan me .rupakan fungsi 

pe .radilan te.tapi pe.ngujian te.rhadap pe .raturan pe.rundang-undangan te.rse.but dapat 

dibe.dakan atas pe.ngujian se.cara yustisial (yudicial re.vie .w) dan bukan yustisial 

(political control – poitical re.vie.w).50 Pe .ngujian yustisial dilakukan ole.h badan 

pe .radilan pada umumnya se .dangkan pe .ngujian bukan yustisial me .rupakan 

pe .ngujian yang dilakukan ole.h badan yang be .rkarakte .r politik se.pe.rti antara lain 

DPR dan DPRD.  

Bagir manan be .rpe.ndapat, bahwa se .lain ke.dua be .ntuk pe.ngujian te.rse .but 

te.rdapat pula be.ntuk pe .ngujian yang dilakukan ole.h badan atau pe.jabat 

administrasi ne .gara se.pe .rti ke.we .nangan Me.nte .ri Dalam Ne .ge .ri atau Gube .rnur 

(pe.jabat yang be .rwe .nang) untuk me .mbatalkan pe .raturan dae .rah yang dapat 

dikatakan me .rupakan pe.ngujian administrative. (administrative . re .vie.w) atau dalam 

pe .raturan pe .rundang-undangan te.ntang pe.me .rintahan dae.rah dike.nal se.bagai 

pe .ngawasan re.pre .sif.51  

Pe .ngawasan re .pre.sif ole .h pe .jabat yang be .rwe .nang ini be .risi 

pe .nangguhan/pe.nundaan atau pe.mbatalan te.rhadap putusan-putusan dae.rah 

otonom (pe .raturan dae.rah dan ke.putusan ke.pala dae .rah) yang dapat dilakukan saat 

dalam jangka waktu yang tidak te.rbatas, apabila dipandang ole .h pe .jabat yang 

be .rwe .nang be.rte.ntangan de.ngan ke.pe .ntingan umum, pe.raturan pe.rundang-

                                                            
50 H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, Juridisch Latijn, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971, 

diterjemahkan oleh S. Adiwinta, Istilah Hukum: Latin – Indonesia, Intermasa, Cet. Kedua, Jakarta, 

1986, hlm. 78. 

51 Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, 

Yogyakarta: 2001. Hal. 247 
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undangan yang le.bih tinggi, pe .raturan dae .rah lainnya. Pe .ngawasan re.pre .sif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah ole.h pe .jabat yang be .rwe .nang de .ngan ukuran-ukuran 

te.rse .but. Te.rke.san kuat tidak be.rbe.da de .ngan pe .ngujian dalam rangka pe .ngujian 

se .cara mate .ril te.rhadap pe .raturan pe .rundang-undangan yang dilakukan ole.h 

le.mbaga pe .radilan. Namun pe .ngawasan re.pre .sif ole .h pe .jabat yang be .rwe .nang 

te.rhadap pe.raturan dae.rah yang dibe .ntuk be.rdasarkan pe.mbagian ke.we .nangan 

se .cara ve.rtikal be.rdasarkan pe.raturan pe .rundang-undangan, tidak hanya dibatasi 

pada rumusan dalam pe .raturan pe .rundang-undangan yang ada, te.tapi dapat 

be .rke.mbang dan dipe.rluas atas dasar ke.bijakan pe.me .rintah dalam pe .mbe .rian 

otonomi, ke .bjakan pe.me .rintah (pusat), dae.rah provinsi dan dae.rah lain se.suai 

de .ngan fungsi pe.me .rintahan yang dile .takan pada pe.me .rintah dan dae.rah. Kare.na 

itu, salah satu alasan dilakukan pe.ngawasan re.pre.sif te .rhadap pe .raturan dae .rah 

adalah dasar ke .pe .ntingan umum yang dapat me .rupakan pe .rwujudan pe .raturan 

(putusan) ke .bijaksanaan. Pe .ngawasan re.pre .sif te .rhadap pe .raturan dae .rah pada 

dasarnya adalah pe.ngujian dibidang administrasi yang dilakukan ole.h pe .jabat 

yang be .rwe .nang atas dasar atribusi UU yang dise.suaikan de.ngan fungsi 

pe .me .rintahan, se.hingga pe .raturan pe .rundangan yang le .bih tinggi lainnya 

te.rmasuk pe .raturan (putusan) ke.bijaksanaan dapat dijadikan acuan dalam 

pe .laksanaan pe .ngawasan 

Pe .ngawasan re.pre .sif te.rhadap Pe .raturan Dae .rah (Pe .rda) adalah 

pe .ngawasan yang dilakukan se.te.lah Pe.rda diundangkan dan dapat be.rupa 

pe .mbatalan atau pe.nangguhan be.rlakunya Pe .rda. Pe .ngawasan re.pre .sif dilakukan 

untuk me .njaga ke.wibawaan pe .me .rintah dae.rah, me .nce .gah pe .nyalahgunaan 

3

Page 75 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372

Page 75 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372



66 

 

 

 

we .we .nang, dan me .nce .gah ke .lalaian dalam administrasi. Pe .ngawasan re .pre.sif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah dapat dilakukan de .ngan cara: 

1) Me .mbatalkan Pe .rda yang be .rte.ntangan de .ngan ke .pe .ntingan umum atau 

pe .raturan pe.rundang-undangan lainnya;  

2) Me .nangguhkan be .rlakunya Pe .rda. 

Pe .ngawasan re .pre.sif te.rhadap Pe.raturan Dae.rah (Pe .rda) me .rujuk pada 

upaya pe .ngawasan yang dilakukan untuk me .mastikan bahwa pe .laksanaan 

pe .raturan dae .rah se.suai de.ngan ke .te.ntuan yang be .rlaku, namun de .ngan 

pe .nde .katan yang le.bih te .gas dan te.rkadang ke.ras. Dalam konte.ks ini, pe.ngawasan 

re.pre .sif be.rtujuan untuk me .ngide .ntifikasi dan me .nindak pe .langgaran te.rhadap 

pe .raturan dae .rah de.ngan cara yang le .bih langsung, se .pe.rti pe.ne .gakan hukum 

me .lalui sanksi atau tindakan te.gas lainnya. 

Be .rikut adalah be.be .rapa aspe.k pe .nting te.rkait pe .ngawasan re.pre .sif 

te.rhadap pe.raturan dae.rah: 

1. Tujuan Pe .ngawasan Re .pre.sif: 

• Me .ne.gakkan Hukum: Pe .ngawasan re.pre.sif be .rtujuan untuk 

me .mastikan bahwa se.tiap ke .te.ntuan yang ada dalam pe .raturan dae.rah 

dite.rapkan de .ngan be.nar. Jika ada pe .langgaran, pe .ngawasan re.pre .sif 

akan me .nindak pe .langgaran te.rse.but de .ngan hukuman atau sanksi 

yang te.gas. 

5272
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• Me .nce.gah Pe .nyalahgunaan: Ini be .rtujuan untuk me .nce .gah adanya 

pihak yang me .nyalahgunakan ke.kuasaan atau ke .bijakan yang ada 

dalam pe .raturan dae.rah. 

2. Me .kanisme . Pe .ngawasan Re .pre .sif: 

• Pe .nyidikan dan Pe .nuntutan: Jika dite.mukan pe .langgaran te .rhadap 

pe .raturan dae .rah, aparat pe.ne .gak hukum, se .pe .rti polisi, jaksa, atau 

pe .jabat be .rwe .nang lainnya, dapat me .lakukan pe .nyidikan dan 

pe .nuntutan be .rdasarkan ke .te.ntuan hukum yang ada. 

• Sanksi Administratif dan Pidana: Sanksi administratif (se.pe .rti de.nda 

atau pe.ncabutan izin) dan sanksi pidana (se .pe.rti hukuman pe .njara) 

dapat dite.rapkan jika te .rbukti ada pe .langgaran yang me .langgar 

pe .raturan dae .rah. 

3. Pe .ran Aparat Pe .ngawas: 

• Inspe.ktorat dan Satpol PP: Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 

dan Inspe .ktorat dae.rah me .miliki pe .ran dalam me .lakukan pe .ngawasan 

dan me .mbe .rikan sanksi te.rhadap pe .langgaran yang te.rjadi te.rkait 

pe .raturan dae .rah. 

• Ke .jaksaan dan Ke .polisian: Jika pe .langgaran be .rsifat pidana, maka 

aparat hukum se .pe .rti ke .polisian atau ke .jaksaan dapat me .lakukan 

pe .nyidikan le.bih lanjut dan me .ngajukan tuntutan hukum te .rhadap 

pe .langgaran pe .raturan dae .rah. 
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4. Dampak Pe .ngawasan Re .pre.sif: 

• E.fe .ktivitas Pe .raturan: Pe .ngawasan re.pre .sif dapat me .ningkatkan 

e .fe .ktivitas pe .raturan dae .rah kare.na pihak-pihak yang be .rpote.nsi 

me .langgar akan le.bih be .rhati-hati de.ngan adanya ancaman sanksi. 

• Kontrove.rsi dan Kritik: Pe .ngawasan re .pre.sif te .rkadang dianggap 

se .bagai tindakan yang te .rlalu ke.ras atau tidak adil, te.rutama jika ada 

pe .nyalahgunaan ke.kuasaan atau pe.rlakuan yang tidak proporsional 

dalam pe .ne .rapan sanksi. 

De .ngan de .mikian, pe .ngawasan re.pre .sif te.rhadap pe.raturan dae.rah 

be .rtujuan untuk me .mastikan pe.laksanaan yang se .suai de.ngan aturan yang be .rlaku, 

me .ski pe .nde .katannya le .bih me .ne .kankan pada pe .ne .gakan hukum yang te .gas dan 

langsung. Pe .ngawasan re .pre.sif te .rhadap Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya No. 3 

Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya yaitu 

dilakukan de .ngan cara Pihak Ke .polisian Sabhara Kota Surabaya yang be .ke .rja 

sama de .ngan Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya me .lakukan ope .rasi gabungan 

guna me .ne .rtibkan juru parkir, hal te.rse.but dilakukan untuk me .ngurangi 

be .rtambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan ole.h juru parkir di Kota 

Surabaya. Hasilnya jika didapat atau dike .tahui te.rdapat juru parkir liar aparat 

pe .ne .gak hukum langsung me .nindaknya, awalnya dibe.ri pe .ringatan namun jika 

sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dike.nakan sanksi 

atau de.nda. Pe .nilingan Kartu Tanda Anggota (KTA) juru parkir juga bisa 

dilakukan dalam upaya pe .rlindungan hukum re .pre.sif ini se .rta tindak pidana ringan 

1
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atau tipiring de .ngan dike .nakan de.nda Rp. 150.000.000,- (se.ratus lima puluh ribu 

rupiah).52 

 

 

 

 

                                                            
52 Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024. 
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PARKIR  

DI KOTA SURABAYA 

3.1. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan 

Perparkiran 

Ide.alnya, se .mua pe .layanan ne .gara se .be.narnya dibiayai se .ndiri ole .h 

masyarakat me .lalui siste.m asuransi dan pe.rpajakan, de.ngan orie.ntasi utama 

me .ndukung human inve .stme .nt. Konse .p ne .gara ke .se.jahte.raan itu adalah buah dari 

pe .ne .rapan siste.m e .konomi yang mandiri, produktif dan e.fisie .n de.ngan pe .ndapatan 

individu yang me .mungkinkan masyarakatuntuk me .nabung, se.te .lah ke .butuhan 

dasar dalam hidup me .re .ka sudah te.rcukupi de.ngan pe .layanan publik be.bas biaya 

(gratis) yang dise.le .nggarakan ole.h pe .me .rintah. Maka dari itu untuk me .ncapai 

cita-cita ne.gara ke.se.jahte .raan (we.lfare . state.) te.rse .but haruslah dise.le.nggarakan 

pe .layanan publik (publik se.rvice.) yang te.rjamin kualitasnya. Harapan se .kaligus 

tuntutan masyarakat untuk me .ndapatkan pe.layanan publik yang be.rkualitas, 

prose.dur yang je.las, ce .pat dan biaya yang pantas te.rus me .nge .muka dalam 

pe .rke.mbangan pe .nye.le .nggaraan pe.me .rintahan. 

Harapan dan tuntutan te .rse.but muncul se.iring de .ngan te.rbitnya ke.sadaran 

bahwa warga ne.gara me .miliki hak untuk me .ndapatkan pe.layanan yang baik, dan 

ke .wajiban pe .me .rintah untuk me .mbe .rikan pe.layanan publik yang be .rkualitas19. 

Masyarakat me .miliki hak se.kaligus me .rupakan ke.wajiban pe.me .rintah untuk 

me .mbe .rikan pe .layanan pe .me .rintahan ke .pada masyarakat se.baik-baiknya. De .ngan 

de .mikian, fungsi pe.layanan publik tidak lain adalah tugas pe .me .rintah dan ne .gara 

10
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untuk me .nciptakan ke.se .jahte.raan bagi rakyat Indone .sia se.bagaimana diamanatkan 

ole.h UUD 1945. Hubungan hukum antara pe .nye .le.nggara pe .layanan publik dan 

masyarakat pe .rlu diatur de .ngan te.gas se.hingga masing-masing pihak me .nge .tahui 

hak dan ke.wajiban masing-masing dalam me .lakukan inte.raksi diantara me .re .ka. 

Walaupun Administrasi Ne .gara me .miliki ke .le.luasaan dalam me .ne .ntukan 

ke .bijakan-ke .bijakan, te.tapi sikap tindaknya itu haruslah dapat 

dipe.rtanggungjawabkan se .cara moral ke .pada Tuhan Yang Maha E.sa, dan se .cara 

hukum harus me .mpe .rhatikan batas atas dan batas bawah, de .ngan me .mpe .rhatikan 

UUD 1945 se .bagai tolak ukurnya. 

Pe .laksanaan Asas-asas umum pe .me .rintahan yang baik (AUPB) dalam 

siste.m pe .me .rintahan Indone .sia akan be .rjalan de.ngan baik dan lancar. Asas-asas 

umum pe .me .rintahan yang baik juga pe.rlu dite .rapkan dalam pe .nye .le .nggaraaan 

Pe .rparkiran di Kota Surabaya de.ngan tujuan : 

1. Te .rwujudnya batasan dan hubungan yang je.las te .ntang hak, tanggung jawab, 

ke .wajiban, dan ke.we .nangan se .luruh pihak yang te.rkait de.ngan 

pe .nye .le.nggaraan pe.layanan publik; 

2. Te .rwujudnya siste.m pe .nye .le.nggaraan pe .layanan publik se.suai de.ngan asas-

asas umum pe .me .rintahan dan korporasi yang baik; 

3. Te .rpe.nuhinya pe .nye .le.nggaraan pe.layanan publik se .suai de.ngan pe .raturan 

pe .rundang-undangan; dan 

4. Te .rwujudnya pe .rlindungan dan ke .pastian hukum bagi masyarakat dalam 

pe .nye .le.nggaraan pe.layanan publik. 
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Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 te.ntang 

Administrasi Pe.me .rintahan 53  me .nguraikan ruag lingkup AUPB yang be .rlaku 

dalam administrasi pe.me .rintahan. Asas Umum Pe .me .rintahan yang Baik yang 

dimaksud me .liputi asas: 

1. Ke .pastian hukum, asas ke .pastian hukum me .rupakan asas dalam ne .gara 

hukum yang me .ngutamakan landasan ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang- 

undangan, ke .patutan, ke .aje.gan, dan ke.adilan dalam se .tiap ke.bijakan 

pe .nye .le.nggaraan pe.me .rintahan. 

2. Ke .manfaatan, asas ke .manfaatan maksudnya manfaat yang harus 

dipe.rhatikan se .cara se.imbang antara: (1) ke.pe .ntingan individu yang satu 

de .ngan ke.pe .ntingan individu yang lain; (2) ke .pe .ntingan individu de.ngan 

masyarakat; (3) ke.pe .ntingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) 

ke .pe .ntingan ke .lompok masyarakat yang satudan ke.pe .ntingan ke.lompok 

masyarakat yang lain; (5) ke.pe .ntingan pe .me .rintah de .ngan Warga 

Masyarakat; (6) ke.pe .ntingan ge.ne .rasi yang se .karang dan ke .pe .ntingan 

ge .ne .rasi me .ndatang; (7) ke.pe .ntingan manusia dan e.kosiste.mnya; (8) 

ke .pe .ntingan pria dan wanita. 

3. Ke .tidakbe.rpihakan, asas ke .tidakbe.rpihakan adalah asas yang me .wajibkan 

Badan dan/atau Pe.jabat Pe.me .rintahan dalam me .ne .tapkan dan/atau 

me .lakukan Ke .putusan dan/atau Tindakan de .ngan me .mpe .rtimbangkan 

ke .pe .ntingan para pihak se .cara ke .se.luruhan dan tidak diskriminatif. 

                                                            
53Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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4. Ke .ce .rmatan, asas ke.ce .rmatan dimaksudkan se.bagai asas yang me .ngandung 

arti bahwa suatu Ke.putusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokume .n yang le .ngkap untuk me .ndukung le .galitas pe.ne .tapan 

dan/atau pe .laksanaan Ke .putusan dan/atau Tindakan se .hingga Ke .putusan 

dan/atau Tindakan yang be .rsangkutan dipe .rsiapkan de .ngan ce .rmat se .be .lum 

Ke .putusan dan/atau Tindakan te.rse.but dite .tapkan dan/atau dilakukan. 

5. Tidak me .nyalahgunakan ke .we .nangan. asas tidak me .nyalahgunakan 

ke .we .nangan adalah asas yang me .wajibkan se.tiap Badan dan/atau Pe.jabat 

Pe .me .rintahan tidak me .nggunakan ke .we .nangannya untuk ke .pe.ntingan 

pribadi atau ke .pe.ntingan yang lain dan tidak se.suai de .ngan tujuan 

pe .mbe .rian ke .we .nangan te .rse.but, tidak me .lampaui, tidak me .nyalahgunakan, 

dan/atau tidak me .ncampuradukkan ke .we .nangan. 

6. Ke .te .rbukaan. asas ke.te.rbukaan adalah asas yang me .layani masyarakat untuk 

me .ndapatkan akse .s dan me .mpe .role .h informasi yang be .nar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam pe .nye .le.nggaraan pe .me .rintahan de .ngan te.tap 

me .mpe .rhatikan pe .rlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

ne .gara. 

7. Ke .pe .ntingan umum. asas ke.pe .ntingan umum adalah asas yang 

me .ndahulukan ke.se .jahte .raan dan ke .manfaatan umum de .ngan cara yang 

aspiratif, akomodatif, se .le.ktif, dan tidak diskriminatif. 

8. Pe .layanan yang baik. asas pe .layanan yang baik dimaksudkan se .bagai asas 

yang me .mbe .rikan pe.layanan yang te.pat waktu, prose.dur dan biaya yang 
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je.las, se.suai de .ngan standar pe.layanan, dan ke.te .ntuan pe.raturan pe.rundang-

undangan. 

Pe .ne .rapan asas-asas umum pe .me .rintahan yang baik dalam pe .laksanaan 

pe .layanan publik dalam rangka me .wujudkan ke .se.jahte.raan masyarakat se.lain 

daripada yang dise.butkan dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 

te.ntang Administrasi Pe .me .rintahan 54  me .nguraikan ruang lingkup AUPB yang 

be .rlaku dalam administrasi pe.me .rintahan, antara lain : 

1. Asas Ke .se .imbangan. Asas ini me .nghe .ndaki adanya ke.se .imbangan antara 

hukuman jabatan dan ke .lalaian atau ke .alpaan se .orang pe.gawai. Asas ini 

me .nghe .ndaki pula adanya kualifikasi yang je.la me .nge .nai je .nis-je.nis atau 

kualifikasi pe .langgaran atau ke.alpaan yang dilakukan ole.h se .se .orang 

se .hingga me .mudahkan pe .ne .rapannya dalam se .tiap kasus yang ada dan 

se .iring de.ngan pe .rsamaan pe .rlakuan se .rta se.jalan de .ngan ke.pastian hukum. 

2. Asas Tidak Me .ncampuradukkan Ke .we .nangan. Se .orang pe.jabat 

pe .me .rintahan me .miliki we .we .nang yang sudah dite.ntukan dalam pe .raturan 

pe .rundang-undangan baik dari se.gi mate .ri, wilayah, maupun waktu. Aspe .k-

aspe.k we .we .nang ini tidak dapat dijalankan me .le .bihi apa yang sudah 

dite.ntukan dalam pe .raturan yang be.rlaku. 

3. Asas Ke .adilan dan Ke .wajaran. Asas ke .adilan ini me .nuntut tindakan se.cara 

proporsional, se.suai, se.imbang, dan se.laras de .ngan hak se.tiap orang. 

Se .dangkan asas ke.wajaran me .ne .kankan agar se .tiap aktivitas pe .me .rintah 

atau administrasi ne .gara me .mpe .rhatikan nilai-nilai yang be.rlaku dite.ngah 

                                                            
54 Ibid 
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masyarakat, baik be .rkaitan de.ngan agama, moral, adat istiadat, maupun 

nilai-nilai lainnya. 

AUPB dapat dijadikan landasan atau pe.doman bagi aparat pe.me .rintah 

dalam me .njalankan tugasnya, se.kaligus se.bagai alat uji bagi le.mbaga pe .radilan 

dalam me .nilai tindakan pe .me .rintah ke .tika ada gugatan dari pihak lain yang 

dirasakan me .rugikannya. De .ngan kata lain, AUPB se .cara te .oritis sangat pe.nting 

dalam me .wujudkan pe.me .rintahan yang be.rsih, be.rwibawa, dan be.rkualitas baik di 

pusat maupun di dae .rah. Se .cara yuridis, ce.rminan pe.me .rintah yang de .mikian 

dapat dilihat dari produkhukum yang dite.tapkannya, se .pe .rti dalam wujud 

pe .rizinan dae .rah yang be.rwawasan lingkungan hidup. 

 

3.2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Tempat Parkir 

Se .cara umum hak dan ke .wajiban pe .nye .le.nggara te.mpat parkir di 

dalam Pe .raturan Dae.rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran Di Kota Surabaya adalah pe.nye .le.nggara te.mpat 

parkir be.rhak untuk me .ndapatkan izin dari pe.me .rintah kota untuk 

me .nye .le .nggarakan parkir di dae.rah yang sudah dite.ntukan se.suai de .ngan 

aturan yang be .rlaku dan me .ndapatkan inse.ntif dari pe.me .rintah dae.rah dari 

hasil pe.nye .le .nggaraan te .mapat parkir te.rse.but. Pe .nye .le.nggaraan pe.rparkiran 

di dae.rah se .suai de.ngan Pasal 2 Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 

Tahun 2018 me .liputi parkir yang dise.le .nggarakan ole.h Pe .me .rintah Dae .rah 

dan parkir yang dise.le .nggarakan orang atau badan se .lain Pe.me .rintah Dae .rah. 

Pe .me .rintah Dae .rah dalam hal ini yaitu Walikota be.rwe .nang me .lakukan 
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pe .ngaturan te.ntang pe .nye .le.nggaraan pe .rparkiran di Dae.rah dan Walikota 

dapat me .limpahkan ke.we .nangan pe .ngaturan te.ntang pe.nye.le.nggaraan parkir 

di Dae.rah ke .pada pe.rangkat dae.rah yang me .mbidangi urusan pe.rhubungan 

dalam hal ini adalah Dinas Pe .rhubungan yang se .jalan de .ngan Pasal 3 

Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Di dalam Bab III 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran Ole.h Pe .me .rintah Dae .rah Pasal 4 ayat 1-3 

dije.laskan bahwa Pe .me .rintah Dae .rah be .rwe .nang me .nye .le .nggarakan te .mpat 

parkir di Dae .rah, dalam me .nye .le .nggarakan te.mpat parkir, pe .me .rintah dapat 

be .ke .rja sama de .ngan orang atau badan dan pe .nye .le.nggaraan te .mpat parkir 

ole.h Pe .me .rintah Dae.rah me .liputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan 

parkir di luar Ruang Milik Jalan.  

Pasal 14 Pe .raturan Dae.rah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran di Kota Surabaya me .nye .butkan : 

(1) Pe .nye .le.nggara Te.mpat Parkir di luar Ruang Milik Jalan ole.h orang 

atau badan wajib: 

a. me .nye .diakan Te .mpat Parkir se.suai de .ngan standar te.knis yang 

dite.ntukan; 

b. me .le .ngkapi fasilitas Te.mpat Parkir paling se.dikit be.rupa rambu, 

marka dan me .dia informasi tarif, waktu, ke.te.rse.diaan ruang parkir, 

dan informasi fasilitas parkir khusus; 

c. me .mastikan ke.ndaraan ke .luar masuk satuan ruang parkir de.ngan 

aman, se .lamat, dan me .mprioritaskan ke .lancaran lalu lintas; 

d. me .njaga ke .amanan, ke .te .rtiban dan ke .lancaran dalam dan se .kitar 

2

3

3

3

11

33

33

63

Page 86 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372

Page 86 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372



77 

 

 

 

kawasan parkir; 

e. me .njaga ke .be .rsihan, ke.indahan dan ke .nyamanan lokasi parkir; 

f. me .ngganti ke .rugian ke.hilangan dan ke .rusakan ke .ndaraan yang 

diparkir se.suai de.ngan ke .te.ntuan pe .raturan pe.rundang-undangan 

te.rmasuk dalam hal asuransi ke.hilangan; 

g. me .nyusun tata te.rtib parkir dan me .ne .tapkan standar ope.rasional 

yang profe .sional, mode .rn, prima se .rta me .ngutamakan ke .amanan 

dan ke .nyamanan pe.ngguna jasa parkir; 

h. me .nye .diakan te .mpat parkir khusus untuk pe .nyandang cacat, 

manusia lanjut usia dan ibu hamil yang dibe.ri tanda pe.tunjuk 

khusus; 

i. me .mpe .ke .rjakan pe .tugas parkir dalam jumlah me .madai, 

be .rse.ragam dan me .makai tanda pe.nge .nal; 

j. me .narik se .wa/biaya parkir se.suai de .ngan tarif yang te.rte.ra pada 

karcis/tanda bukti/tanda bayar; 

k. me .mbe .rikan karcis/tanda bukti/tanda bayar ke.pada pe .ngguna jasa 

parkir untuk se .tiap kali parkir; 

l. me .mbayar pajak parkir se .suai de.ngan ke .te.ntuan pajak yang 

be .rlaku di Dae .rah; 

m. me .nye .diakan informasi kapasitas parkir dan ke .te.rse.diaan se .cara 

se .rta me .rta (re .al time .); 

n. me .nye .diakan layanan informasi dan pe .ngaduan; 

o. be .ke .rja sama de .ngan Pe .me .rintah Dae .rah untuk pe .laksanaan siste .m 
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parkir yang saling te.rinte .grasi dan se .rta me .rta (re .altime.) te.rmasuk 

se .cara be.rtahap me .nyiapkan sarana dan fasilitas pe.nunjangnya; 

dan 

p. se .cara be.rtahap te.rus me .ningkatkan kualitas pe.layanan te.rmasuk 

pe .nye .diaan fasilitas-fasilitas umum yang me .nunjang ke .nyamanan 

dan ke .amanan pe .ngguna jasa parkir.55 

Se .me .ntara itu dalam Pasal 19 dise.butkan bahwa Pe .tugas parkir 

se .bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam me .njalankan tugasnya 

be .rke.wajiban : 

a. me .lakukan kontrak ke.rja de .ngan Pe.me .rintah Dae .rah; 

b. me .makai se .ragam dan tanda pe .nge.nal se.suai ke.te .ntuan; 

c. me .njaga ke .amanan, ke .be .rsihan, ke .indahan dan ke .nyamanan lokasi 

parkir; 

d. me .njaga dan me .me .lihara de.ngan baik se.mua fasilitas parkir yang 

dise.diakan di lokasi parkir; 

e. me .njaga ke .te .rtiban dan ke .amanan lokasi parkir te .rmasuk be .rtanggung 

jawab apabila te.rjadi ke .hilangan ke .ndaraan di lokasi parkir yang 

me .rupakan wilayah ke.rjanya; 

f. me .mbantu se .cara aktif pe .ngguna jasa parkir untuk prose .s parkir 

ke .ndaraan dan/atau prose .s pe .nggunaan me .sin parkir de.ngan layanan 

yang ramah, sopan dan be .rtanggung jawab; 

g. me .mungut re.tribusi parkir se.suai de .ngan ke.te .ntuan yang dite.tapkan 

                                                            
55 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, h.13-14. 
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untuk dise.tor ke. kas dae .rah me .lalui dinas; 

h. me .mbe .rikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang re.smi dan 

sah ke.pada pe .ngguna jasa parkir se .rta me .nuliskan nomor ke.ndaraan 

yang parkir untuk se.tiap kali parkir; 

i. se .ge.ra me .laporkan dan be.rkoordinasi de .ngan Dinas apabila te.rjadi 

pe .rmasalahan di lokasi parkir yang me .njadi wilayah ke .rjanya; 

j. me .ndukung dan me .matuhi se.gala ke.te .ntuan yang dite.tapkan ole.h 

Dinas.56 

 

3.3.  Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Parkir Di Kota Surabaya 

Pe .rlindungan hukum te .rhadap pe.ngguna parkir te .lah diatur dalam Pe .rda 

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang me .ncakup hak dan ke .wajiban juru 

parkir se.rta pe .ngguna jasa parkir. Namun, pe .laksanaan di lapangan masih 

me .nghadapi tantangan, te .rutama dalam hal me .kanisme . ganti rugi atas ke .hilangan 

ke .ndaraan. Dishub me .nyampaikan bahwa me .skipun Pe.rda me .ngatur pe .rlindungan 

konsume .n, be .lum te .rdapat siste.m kompe .nsasi yang baku dari pe .me .rintah kota. 

Pe .nanganan le .bih se.ring be .rsifat kasuistik be .rdasarkan ke .se .pakatan de .ngan 

korban. Misalnya, pada kasus pohon tumbang di Wonokoyo yang me .rusak 

puluhan se.pe .da motor, Dishub dan Dinas Lingkungan Hidup hanya me .mbe .rikan 

santunan se.bagai be.ntuk e .mpati, bukan ganti rugi. Juru parkir yang be.rtugas di 

lapangan tidak dibe.bani tanggung jawab hukum atas ke.hilangan ke.ndaraan, 

me .lainkan hanya dimintai ke.te .rangan. Apabila ke .hilangan te .rjadi di are .a parkir 

                                                            
56 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di 

Kota Surabaya, h.16-17. 
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ruko, maka tanggung jawab be .rada pada pihak manaje .me .n ruko, walaupun juru 

parkir me .nge .nakan atribut dari Dishub. Pe .nggunaan asuransi parkir juga masih 

sangat te.rbatas, dan be.lum ada konsume .n yang me .lakukan klaim. Untuk parkir 

yang dike.lola ole.h badan usaha se.pe .rti Se.cure . Parking, asuransi hanya dite.rapkan 

untuk ke.ndaraan roda e .mpat, se .dangkan se .pe .da motor umumnya tidak 

diasuransikan. Jika tidak diasuransikan, maka pe .nye .le.nggara wajib me .ngganti 

ke .rugian se.suai Pe.rda No.1 Tahun 2009. 

Pe .nindakan te .rhadap pe .langgaran se .pe.rti parkir liar ditangani ole.h tim Wasda 

Dishub, de.ngan siste.m de .nda non-tunai me .nggunakan barcode . atau QRIS. Prose .s 

pe .mbe .basan ke .ndaraan yang dikunci dilakukan se .te.lah ve .rifikasi pe .mbayaran 

me .lalui call ce .nte.r re.smi Dishub. Dari hasil pe .mbahasan ini, dapat disimpulkan 

bahwa pe.rlindungan hukum pe .ngguna jasa parkir di Kota Surabaya te.lah me .miliki 

dasar hukum yang cukup kuat me .lalui Pe.rda dan Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 te .ntang Pe .rlindungan Konsume .n. Namun, imple .me .ntasi di lapangan masih 

pe .rlu dipe.rkuat de.ngan me .kanisme . kompe .nsasi yang je.las, pe .ningkatan sosialisasi 

hak konsume .n, dan pe .ngawasan yang le .bih me .rata. De .ngan de .mikian, 

pe .ngawasan dan pe .rlindungan hukum di se .ktor pe .rparkiran Kota Surabaya masih 

me .nghadapi tantangan dari se.gi kuantitas pe.ngawas, ke .te.rbatasan sumbe .r daya, 

se .rta kurangnya ke.pastian ganti rugi. Upaya kolaboratif antara pe .me .rintah, pe .laku 

usaha, dan masyarakat dipe.rlukan untuk me .nciptakan siste .m pe .rparkiran yang 

te.rtib, adil, dan akuntabe.l. 
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Be .rikut ini adalah hasil wawancara de.ngan informan pe .ne .litian dari Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya: 

Pe .rlindungan hukum te .rhadap pe.ngguna parkir diatur dalam Pe .raturan 

Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Te .ntang Pe .nye .le.nggaraan 

Pe .rparkiran di Kota Surabaya, dalam hal bagaimana hak dan ke .wajiban juru 

parkir dan pe .ngguna jasa parkir. Untuk pe .rlindungan hukumya nya jika te.rjadi 

ke .hilangan ke .ndaraan se .be .rnanya ke .marin sudah se .mpat diatur di dalam pe .raturan 

dae .rah, namun untuk pe.laksanaannya di Pe.me .rintah Kota Surabaya, be.lum ada 

aturan yang je.las te.rkait ganti ruginya, se.lama ini hanya te.rjadi ke.se .pakatan antara 

dinas te.rkait dan te.rgantung ke .hilangan dan ke.rusakannya dise.babkan ole.h apa.   

Contoh kasus di Wonokoyo te .mpo lalu, pe.rnah te.rjadi pohon tumbang dan 

me .nye .babkan pohon yang tumbang itu me .nimpa parkiran se .hingga 6-12 motor. 

Me .mang be .ncana disini ada 2 dinas yaitu dinas pe.rhubungan dan dinas 

lingkungan hidup. Ke.marin kita sudah panggil dinas lingkungan hidup dan 

korbannya untuk solusi pe.nanganan se.pe .rti apa, jadi kita istilahnya kayak 

me .mbe .rikan santunan bukan ganti rugi. Kare.na untuk parkir di te.pi jalan umum, 

untuk asuransinya itu jarang ada yang mau ngambil. Ke .cuali dite.mpat khusus 

parkir soalnya je .las ke.rugian atau ke.rusakan pasti ditanggung ole .h pihak asuransi. 

Untuk te.mpat khusus parkir dan te.mpat bukan parkir yang dalam ke .we .nangan 

Dinas Pe.rhubungan Kota Surabaya ada asuransinya  namun be .lum ada ke .hilangan 

dan ke .rusakan se.rta be .lum ada yang me .nge .klaim asuransinya. 

Pe .rtanggungjawaban juru parkir dalam hal jika te.rjadi ke.hilangan hanya dimintai 

ke .te.rangannya saja dan tidak ikut ganti rugi. Be .rbe .da de.ngan pe.rtanggungjawaban 

2
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juru parkir yang be.rtugas di de.pan ruko pribadi atau pe.rorangan yang se .tor ke. 

dinas pe.ndapatan dae.rah (dispe.nda) jika te.rjadi ke.hilangan juru parkirnya yang 

ganti rugi. Untuk ruko te.rse .but istilahnya ikut masuk pajak parkir jadi 

ke .we .nangannya ada di ruko te.rse.but, kalau dinas pe .rhubungan me .ngatur juru 

parkir di te.pi jalan umumnya. Jika hal te.rse .but tadi diganti juru parkirnya be.rarti 

dari ke.we .nangan pihak pe .milik rukonya te.rse .but, me .skipun juru parkirnya 

me .makai rompi dari dishub, soalnya yang rompi dari dishub itu ke.we .nangannya 

untuk di te.pi jalan umumnya cuman mungkin juru parkirnya dipe.rcaya juka ole.h 

pihak pe .milik ruko te.rse .but untuk me .nangani dae .rah yang ada di parkiran di 

dalam ruko. Untuk pe.ngawasan ini dilakukan se .cara be.rkala ole.h pihak yang 

dibe.rikan ke.we .nangan dalam hal ini Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya be .rsama 

de .ngan jajaran dari Komando Garnisun Te .tap III/Surabaya (Kogartap 

III/Surabaya) dan Pihak Ke .polisian Sabhara. 

Pe .raturan yang dipakai ole.h Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya te.rkait 

de .ngan pe.rparkiran adalah Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 

Te .ntang Pe .nye .le.nggaraan Pe .rparkiran di Kota Surabaya, untuk parkir liar 

pe .nindakanya di pe.ngawas dae .rah (wasda), di dishub itu ada 2 ada (=Unit 

Pe .laksana Te .knis (UPT) parkir, UPT parkir te .rse.but hanya me .ngurusi te.rkait 

parkir re.smi dan juru parkir re.sminya. Untuk ke .ndaraan yang di de.re.k kare.na 

tidak parkir liar tidak pada te.mpatnya itu yang me .nangani wasda. Induk 

pe .raturannya sama yaitu di Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 

2018, te.tapi di pe.rda te.rse.but masih ada turunanya se.pe .rti Pe .raturan Wali Kota 

Surabaya (pe .rwali) dan itu nanti yang me .mutuskan nomilnya misal mobil ke.na 

2
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Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), motor Rp. 250.000,- (dua ratus ribu 

rupiah). Untuk pe .mbayaran dari parkir liarnya bukan dishub yang me .ne .rima, jadi 

ada barcode . nanti diayarkan me .malui mbanking atau bank yang pasti tidak dalam 

be .ntuk tunai. Nanti dari wasdanya akan ada pe .mbe .ritahuan untuk pe.mbukaan 

ge .mbok atau konfrimasi te.rle.bih dahulu ke . call ce.nte.r ke .mudian konfirmasi 

mobilnya apa, lalu bayar de.nda me .lalui bank, jika sudah hubungi lagi call 

ce .nte.rnya konformasi jika sudah me .lakukan pe .mbayaran de .nda, lalu tunggu 

pe .tugasnya datang ke . lokasi, konfirmasi ppe .mbayaran ke .pada pe .tugas lalu 

pe .tugas akan me .mbuka ge .mbok ke .ndaraannya te.rse.but. 

 

3.4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran 

Me .nurut Philipus M. Hadjon,57 "pe.rlindungan hukum adalah pe .rlindungan 

akan harkat dan martabat, se.rta pe .ngakuan te.rhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki ole.h subje.k hukum be .rdasarkan ke.te .ntuan hukum dari ke.se.we .nangan. 

Te .ori pe.rlindungan hukum me .rupakan te.ori yang me .ngkaji dan me .nganalisis 

te.ntang wujud atau be .ntuk atau tujuan pe.rlindungan, subje.k hukum yang 

dilindungi se .rta obje.k pe .rlindungan yang dibe.rikan ole.h hukum ke .pada 

subje.knya. Pada dasarnya, te.ori pe .rlindungan hukum me .rupakan te.ori yang 

be .rkaitan pe .mbe .rian pe.layanan ke.pada masyarakat. Roscoe.Pound me .nge .mukakan 

hukum me .rupakan alat re .kayasa sosial (law as tool of sociale.ngine .e .ring). 

Ke .pe .ntingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipe.nuhi manusia 

                                                            
57 Philipus M. Hadjon, “Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Bagir 

Manan (Ed.), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (Jakarta, Cetakan ke-1, 

Gaya Media Pratama, 1996) h.20. 
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dalam bidang hukum, 58 "Sudikno Me .rtokusumo me .nge .mukakan tidak hanya 

tujuan hukum, te .tapi juga te.ntang fungsi hukum dan pe .rlindungan hukum, 

Sudikno be .rpe .ndapat bahwa:59  

"Dalam fungsinya se.bagai pe.rlindungan ke .pe.ntingan manusia hukum 

me .mpunyai tujuan. Hukum me .mpunyai sasaran yang he .ndak dicapai. 

Adapun tujuan pokok hukum adalah me .nciptakan tatanan masyarakat yang 

te.rtib, me .nciptakan ke.te .rtiban dan ke.se .imbangan. De .ngan te.rcapainya 

ke .te.rtiban dalam masyarakat diharapkan ke .pe .ntingan manusia akan 

te.rlindungi. Dalam me .ncapai tujuannya itu hukum be .rtugas me .mbagi hak 

dan ke .wajiban antarpe.rorangan di dalam masyarakat, me .mbagi we .we .nang 

dan me .ngatur cara me .me .cahkan masalah hukum se .rta me .me .lihara 

ke .pastian hukum."  

Fungsi hukum adalah me .lindungi ke .pe .ntingan manusia. Tujuan pokok 

hukum adalah me .nciptakan tatanan masyarakat yang Te.rtib, yaitu masyarakat 

yang te.ratur, sopan dan me .naati pe.raturan pe.rundang-undangan dan pe .raturan 

yang hidup dan be.rke .mbang dalam masyarakat, Ke.te .rtiban, suatu ke .adaan di 

mana masyarakatnya hidup se.rba te .ratur baik; ke .se .imbangan, ke .adaan dimana 

masyarakatnya hidup dalam ke .adaan se .imbang dan se.banding, artinya tidak ada 

masyarakat yang dibe.dakan. Be .rdasarkan hal itu, maka untuk me .wujudkan hal-hal 

diatas maka tugas hukum yang utama adalh me .mbagi hak dan ke .wajiban 

pe .rorangan di dalam masyarakat. Sudikno Me .rtokusumo me .nyatakan bahwa 

                                                            
58 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, (Jakarta, PT. Raja Gratindo Persada, 2013) h.266. 

59 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Penganar, (Yogyakarta, Liberty, 1999) h.71. 
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dalam pe .nge .rtian hukum, hak adalah ke.pe .ntingan yang dilindungi ole.h hukum. 

Ke .pe .ntingan se.ndiri be.rarti tuntutan yang diharapkan untuk dipe.nuhi, se .hingga 

dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pe.me .nuhannya dilindungi 

ole.h hukum.  

Dalam me .rumuskan prinsip-prinsip pe .rlindungan hukum di Indone.sia, 

landasannya adalah Pancasila se.bagai ide.ologi dan falsafah ne .gara. Prinsip 

pe .rlindungan hukum di Indone.sia adalah prinsip pe.ngakuan dan pe.rlindungan 

te.rhadap harkat dan martabat manusia yang be.rsumbe .r pada Pancasila. Prinsip 

pe .rlindungan hukum te .rhadap tindak pe .me .rintah be .rtumpu dan be .rsumbe .r dari 

konse .p te.ntang pe .ngakuan dan pe .rlindungan te .rhadap hak-hak asasi manusia. 

Lahirnya konse .p-konse.p te.ntang pe .ngakuan dan pe .rlindungan te.rhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan ke .pada pe.mbatasan-pe.mbatasan dan pe .le.takan ke.wajiban 

masyarakat dan pe .me .rintah60 "Te .rkait de.ngan pe .rmasalahan hak dan ke.wajiban 

maka akan e .rat kaitannya de.ngan tanggung jawah. Be .rtanggung jawab adalah 

nilai moral yang mulia, yang me .mbuat manusia be .rhati-hati untuk tidak 

me .rugikan orang lain, bahkan be .rusaha se.mampunya untuk se.lalu be.rbuat 

ke .baikan bagi orang lain. Orang-orang yang be .rtanggung jawab adalah orang 

yang be.rmanfaat bagi siste.m masyarakat. Se.baliknya, orang-orang yang tidak 

be .rtanggung jawab ce.nde .rung me .rusak siste.m di mana pun orang te.rse.but be .rada.  

Ke .be .basan me .rupakan hak asasi dari se.tiap manusia. Manusia me .mpunyai 

ke .be .basan dalam me .ne .ntukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan, namun kare.na 

manusia me .mpunyai ke.wajiban dasar dalam pe .rgaulan hidupnya de.ngan manusia 

                                                            
60 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 

1987) h. 80. 
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lain, maka manusia harus me .mpe .rtanggungjawabkan pe .laksanaan ke .be .basan 

te.rse .but. Manusia te.rse.but harus dapat me .mbuktikan ke.pada manusia lainnya, 

bahwa ke .be.basan yang dia lakukan adalah ke.be .basan dalam rangka pe.laksanaan 

hak asasi (hak dasar) dan ke .wajiban asasi (ke.wajiban dasar) se.hingga te.rdapat 

jalinan yang se .imbang antara ke .wajiban asasi de.ngan hak asasi.  

Pe .rlindungan hukum te .rhadap pe.ngguna jasa parkir se.bagai konsume .n 

me .miliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Re .publik 

Indone.sia Nomor 8 Tahun 1999 te .ntang Pe.rlindungan Konsume .n yang isinya 

me .liputi hampir se.mua hal yang sudah me .njadi hak dan ke .wajiban antara 

produse.n dan konsume .n. Se .lain itu 41 konsume .n yang me .ndapatkan 

pe .rlindungan. Pe .rlindungan konsume .n me .rupakan se.suatu pe .rwujudan te.rurai 

dalam usaha me .muat be .rbagai ke.pe .ntingan asas yang dipe.rgunakan makna 

pe .rlindungan akan te .re.alisasikan, se .rta tidak lupa konsume .n dilindungi haknya 

yang ada. Konsume .n se .de .rhana saja me .rupakan pe .mbe .li dalam artian barang atau 

me .nggunakan jasa ysng dite.ntukan. Tidak jarang wujud pe .rlindungan te .rhadap 

hak konsume .n be.ragam nyatanya atas ke.nyamanan pun me .njadi tonggak wujud 

nyata, informasi yang be .nar je.las dan jujur wujud dari ke.te.rbukaan dari se.gala 

ke .indahan dalam adanya wujud transaksi tanpa adanya saling curiga dan ke .rugian 

me .nge .nai kondisi barang dan jasa. Wujud dan te .rlaksananya pe.rlindungan hukum 

dipe.rlukannya suatu pe.nampung atau me .dia dalam pe .ngaktualannya yang ke .rap di 

maksud de .ngan macam, se .bagai be .rikut : 1. Sarana Pe .rlindungan Hukum 

Pre .ve.ntif. sarana pe.rlindungan hukum, sarana pe .rlindungan hukum dipisahkan 

me .njadi dua Pe .rtama sarana yang be .rsifat pre.ve .ntif ini, subye .k hukum 
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dipe.rke .nankan dalam mome .nnya untuk me .mpre .se .ntasikan ke.luhan atau 

argume .nnya ke . be .ntuk de .finitif se.be .lum ada suatu ke .putusan dari pe.me .rintah. 

Me .nce.gah te.rjadinya se .ngke .ta ialah tujuannya. Ke .be .basan be.rtindak 

me .njadi dasar bagi tindak pe .me .rintahan dalam pe .rlindungan hukum pre.ve .ntif 

kare.na pada diskre.si yang didasarkan de .ngan sifat ke .hati-hatian dalam me .ngambil 

ke .putusan me .njadi dorongan te.rse.ndiri bagi pe .me .rintah dalam be .rtindak de.ngan 

adanya pe.rlindungan hukum yang pre.ve .ntif.. Se .dangkan di Indone.sia se.ndiri 

pe .ngaturan khusus masih be.lum je.las adanya pe .rihal sifat pre.ve .ntif pada 

pe .rlindungan hukum. Sarana Pe.rlindungan Hukum Re .pre .sif dalam pe .rlindungan 

hukum untuk targe.t pe.nye .le.saian se.ngke .ta. Pe.nge .rjaaan pe.rlindungan hukum di 

Indone.sia kate.gorikan me .njadi 2 (dua) yaitu Pe .ngadilan Umum dan Pe .radilan 

Administrasi di Indone.sia. Prinsip pe .rlindungan hukum be .rke.naan atas re.aksi 

pe .me .rintah be .rakar dari citra te.ntang tuntutan dan pe.rlindungan te.rhadap hak-hak 

asasi manusia.  

Prinsip ke.dua, prinsip ne .gara hukum yaitu pe .me .rintah be .rbicara de.ngan 

be .rlandaskan pe.rlindungan hukum. Dihubungkan de.ngan tuntutan dan 

pe .rlindungan be .rke.naaan de .ngan hak-hak asasi manusia, pe .ngukuhan dan dapat 

dihubungkan de .ngan tujuan dari ne.gara hukum. pe .rlindungan te.rhadap hak-hak 

asasi manusia me .ngantongi ke .dudukan utama dan Pe .rlindungan konsume .n dalam 

hukum yang mampu dite.gakan, yang ukurannya me .njadi titik pe .nting 

me .nge .mbalikan rasa mampu dari masyarakat itu se.ndiri yang dikatakan rasa 

pe .rcaya. Subye .k hukum se .pe .rti se .se.orang dalam pe .njagaan yang ke.tat dalam 

be .rpe.rgian ke .tika dalam haknya me .lakukan suatu upaya ada pe .njagaan dimana 
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pe .njagaan bisa dikatakan didasari atas pe .me .nuhannya dalam wujud pe .rlindungan 

itu. Ke.mbali lagi ke.tika sudah ada targe.t yang me .njadi pe .me .nuhan pasti se.lalu 

ada dasar yang me .njadi bagian itu dalam be .rtindak untuk me .njaga pe.rwujudan itu 

yaitu Pancasila me .rupakan ide.ologi atau falsafah ne .gara. 

Parkir se.lalu dite.mui di se.panjang dalam pada saat kita be .rke.ndara atu 

be .rjalan kaki yang se.jatinya pe.mbe .rhe.ntian se .me .ntara bagi pe.nge .ndara motor 

dite.mpat yang sudah dite.ntukan ole .h pe .me .rintah, se .dangkan se .tiap obje .k parkir 

yang ada di wilayah Pe .me .rintah Kota Surabaya yang be .rada dite.pi jalan umum 

diatur se.suai de .ngan ke .te.ntuan pe.raturan pe.me .rintah dae .rah kare.na te .rdapat faktor 

ke .le.mahan kare.na be .lum luas aturan, pe.rlindungan konsume .n masuk me .njadi 

bagian di dalammnya. Maka dari itu ilmu pe .nge .tahuan atau sosialisasi me .njadi 

se .buah ke .pe .ntingan se.ndiri pe.ngguna jasa atau konsume .n te.rkait de.ngan pe .ran 

pe .me .rintah, aturan akan te.tap me .njadi aturan tidak akan be.rubah apabila tidak ada 

ke .ce.nde .rungan be .rubah kare .na dari pe .ngikut aturan tidak me .miliki niat baik 

dalam be .rtindak se.pe .rti dalam parkir me .mbayar se.suai de.ngan pe.ne .tapan sudah 

dite.tapkan se .be .lummnya. Maraknya ke .mbali ke .hilangan yang te .rjadi di are .a 

parkir me .nge .nai pe.ne .gasan te.rhadap siapa yang be .rtanggung jawab dan 

pe .rwujudan dari kata ganti rugi. pe .rlindungan juga turut dilaksanakan untuk 

me .njamin ke .mbali aturan yang dikuti dan aturan juga yang me .mbubukan rasa 

indah pada orang me .ngikutinya se .hingga tidak akan me .munculkan ke .rugian 

kare.na pasti akanaada ganti rugi be.gitu se.balikknya ada sanksi te.rhadap pe.tugas 

maupun pe .nge .lola untuk me .mbe .rikan Pe .rlindungan hukum yang ada te.rhadap 

konsume .n se .lalu te .rkait ke .be .radaan te .mpat dimana pe .nge .lola parkir dan pe .tugas 
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parkir itu be .rtugas.. Ke.le.ngkapan dalam pe .re .ncanaan pe.nye .le.nggaraan fasilitas 

parkir se.pe .rti te .mpat atau titik te.rte .ntu di Kota Surabaya tidak jauh dari kata 

pe .rtanggungjawaban dari pe .tugas parkir yang be.rtugas se.suai titik de.ngan arahan 

Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya. Pada dasarnya be.ntuk tanggung jawab 

be .ragam be .ntuknya se.pe .rti tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab ke.pada 

diri se.ndiri, tanggung jawab ke .pada ke .luarga, tanggung jawab ke.pada lingkungan 

dan masyarakat, dan tanggung jawab ke .pada bangsa dan ne.gara. Sikap tanggung 

jawab se .ndiri akan me .ngajarkan se.se .orang agar le.bih be .rhati-hati untuk be .rtindak 

dan se .lalu me .nge .tahui apa yang se .harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. 

Me .nge.nai tanggung jawab pe .tugas parkir me .rupakan satu ke .satuan dan salah 

satunya tugas dari pe.tugas parkir itu se .ndiri se.pe .rti me .me .lihara fasilitas parkir dan 

me .laksanakan se.mua ke .wajiban yang diatur.  

Be .rdasarkan prinsip pe.rtanggungjawaban dalam hukum, se .cara umum, 

prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibe.dakan se .bagai be.rikut :  

a. Ke .salahan (liability base.d on fault) 

b. Praduga se.lalu be.rtanggung jawab (pre .sumtion of liability)  

c. Praduga se.lalu tidak be.rtanggung jawab (pre.sumtion of nonliability)  

d. Tanggung jawab mutlak (strict liability)  

e. Pe .mbatasan tanggung jawab (limitation of liability)61 

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang te.lah pe.nulis ke .mukakan te.rkait 

masalah pe .rtanggungjawaban pe .tugas parkir ke .tika te.rjadi ke .hilangan ke .ndaraan 

be .rmotor yang se.dang diparkir, pe .nulis se.pe .ndapat de.ngan prinsip tanggung 

                                                            
61 ibid. 
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jawab be.rdasarkan ke.salahan (liability base.d on fault). Prinsip ini me .nyatakan, 

se .se.orang baru dapat dimintakan pe .rtanggungjawabannya se .cara hukum jika ada 

unsur ke.salahan yang dilakukannya. Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pe .rdata me .nye .butkan bahwa, “tiap pe .rbuatan me .langgar hukum, yang 

me .mbawa ke .rugian ke.pada se.orang lain, me .wajibkan orang yang kare.na salahnya 

e .mpat unsur pokok, yaitu : me .ne .rbitkan ke .rugian itu, me .ngganti ke.rugian itu.”, 

me .ngharuskan te.rpe.nuhinya 1) Adanya pe.rbuatan me .langgar hukum 2) Adanya 

unsur ke .salahan 3) adanya ke .rugian yang dide.rita 4) Adanya hubungan kausalitas 

antara ke.salahan dan ke.rugian Me.nge .nai pe.mbagian be.ban pe .mbuktiannya, asas 

ini me .ngikuti ke.te .ntuan pasal 163 He .rzie.ne . Indone .sische. Re .gle .me .nt (HIR) atau 

pasal 283 Re .chtsre.gle .me .nt Buite.nge .we .ste.n (Rbg) dan pasal 1865 Kitab Undang-

Undang Hukum Pe .rdata yang me .ngatakan bahwa barangsiapa yang me .ngakui 

me .mpunyai suatu hak, harus me .mbuktikan adanya hak atau pe .ristiwa itu (actorie. 

incumbit probatio).  

 Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan yang hilang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 tanggal 30 

November 2010 kaidah hukumnya yaitu: 

a. Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah 

"perjanjian penitipan", sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas 

kehilangan kendaraan yang diitipkan dan mengganti kerugian yang diderita 

oleh pemilik kendaraan tersebut; 

b. Klausula eksonerasi (pengalihan/pelepasan tanggung jawab) dalam perjanjian 

parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas 
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kehilangan dan kerusakan kendaraan yang sedang diparkirkan adalah cacat, 

karena itu batal demi hukum. 

Putusan ini merupakan salah satu putusan yang mendapat banyak perhatian, 

terutama karena praktik pengelolaan parkir di kota besar yang banyak merugikan 

pemilik kendaraan sebagai konsumennya. Меmang, pada kenyataannya 

perjanjian perparkiran berbentuk perjanjian baku yang sifatnya take it or leave it, 

sehingga konsumen tidak memiliki opsi lain dalam butir-butir perjanjian tersebut. 

Terlebih dengan adanya melepaskan tanggung jawab pengelola parkir atas 

kehilangan kendaraan sangat merugikan konsumen, karena dapat dipandang 

sebagai penyalahgunaan keadaan karena konsumen berada pada pihak yang tidak 

seimbang (inferior). Pendirian mahkamah agung yang menetapkan perbuatan 

pengelola parkir tersebut sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada 

maksud dari Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata yang menyatakan: “(1365) 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebu; (1366) Setiap orang bertanggung jawab, 

bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan 

juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya; (1367) 

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang akan perbuatan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali 

bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum 

5
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dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan 

kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain 

untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan 

yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah kepala tukang 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau 

tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah 

pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika 

orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka 

masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka 

seharusnya bertanggung jawab” 

Salah satu alasan mengapa perbuatan pengelola parkir tersebut 

dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah karena hilangnya kendaraan 

merupakan kelalaian pengelola parkir. Lazim diketahui bahwa pengelola parkir 

mewajibkan pemilik kendaraan untuk menyimpan dengan karcis parkirnya serta 

menunjukkan STNK sebagai tanda bukti sah pada saat akan keluar dari area 

parkir. Logikanya, bila prosedur tersebut dilakukan dengan benar oleh pengelola 

parkir, maka kendaraan yang diparkir tidak akan mungkin hilang, karena karcis 

dan STNK dipegang oleh pemiliknya sendiri. Sikap pengelola parkir yang hanya 

ingin menerima bayaran jasa parkir tetapi tidak ingin bertanggung jawab atas 

kehilangan kendaraan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan 

prinsip keadilan. Karena bagaimanapaun, setiap usaha memiliki risiko tersendiri, 

dan karenanya pengelola wajib menanggung risiko tersebut. Putusan mahkamah 
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agung ini telah meluruskan praktik perparkiran yang selama ini keliru dan 

cenderung merugikan konsumen. Sebuah terobosan hukum luar biasa yang 

memberikan angin segar dan ketenangan bagi setiap konsumen jasa perparkiran 

untuk melindungi asetnya dari kesewenang-wenangan pengelola parkir. 

Larangan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2011 tanggal 6 September 2012, 

kaidah hukumnya yaitu: 

a. Perjanjian perparkiran tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi karena 

bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat; 

b. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita 

pemilik kendaraan yang telah membayar karcis parkir akibat kehilangan 

kendaraan disebabkan karena kelalaiannya dalam mengelola area parkir. 

Seperti pada putusan sebelumnya, putusan ini juga merupakan upaya Mahkamah 

Agung meluruskan praktik perparkiran yang merugikan konsumen. Namun 

dalam putusan ini, majelis kasasi lebih menegaskan lagi larangan pencantuman 

klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab pengelola parkir terhadap 

kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir. Klausula eksonerasi dalam 

lapangan hukum perjanjian telah lama dikenal sebagai klausula yang timpang dan 

tidak adil. Pencantuman klausula tersebut patut dicurigai sebagai upaya salah satu 

pihak untuk melepaskan diri dari risiko bisnis yang seharusnya menjadi bagian 

yang melekat pada setiap praktik bisnis yang dilakukan. Risiko adalah sesuatu 

yang pasti ada dan karenanya para pihak dilarang untuk melepaskan tanggung 

jawab atas risiko, para pihak bahkan harus berusaha untuk meminimalisir risiko 

5

5

88

Page 103 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372

Page 103 of 111 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3295502372



94 

 

 

 

tersebut bersama-sama dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan 

reliable (andal)62. 

Jadi dapat disimpulkan be .rdasarkan pe .rtanggungjawaban be .rdasarkan 

ke .salahan/liability base.d on fault, apabila ke .ndaraan se.dang diparkir milik 

pe .ngguna jasa parkir te.rse .but hilang, dan me .me .nuhi unsur unsur ke.salahan atau 

ke .lalaian dari pe .tugas parkir dalam me .njaga are.a parkir, se.suai de.ngan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pe .rdata maka pe .tugas yang be .rsangkutan dapat dimintai 

pe .rtanggungjawaban be.rupa ganti ke .rugian me .skipun pe.tugas parkir te.rse .but 

be .rdalih untuk tidak mau me .ngganti ke.rugian de .ngan alasan tidak ada karcis 

tanda masuk atau aturan. Aturan me .nge .nai tanggung jawab pe.tugas parkir 

te.rhadap pe.ngguna jasa parkir di dalam Pe .raturan Dae.rah Kota Surabaya tidak 

se .de.mikian di atur. Tanggung jawab pe .tugas parkir te.rsampaikan di dalam 

Undang-Undang Pe .rlindungan Konsume .n No.8 Tahun 1999 te.ntang Pe .rlindungan 

Konsume .n yang me .ngatur me .nge .nai tanggung jawab pe .laku usaha yang te.rdapat 

pada pasal 19: (1) Pe.laku usaha be.rtanggungjawab me .mbe .rikan ganti rugi atas 

ke .rusakan, pe .nce.maran dan/atau ke .rugian konsume .n akibat me .ngkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe .rdagangkann. Hal itu kadang 

be .rbe.nturan de .ngan adanya klausa baku yang te.rdapat dalam karcis. Di Kota 

Surabaya se.ndiri masih banyak dite .mukan karcis yang be.risikan klausula baku 

yang be.rbunyi : “Tidak be .rtanggung jawab atas ke .hilangan atas ke.rusakan pada 

ke .ndaraan yang di parkir dan/atau barang didalamnnya.”  

                                                            
62 M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, hlm.139-142.  
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Di Kota Surabaya se.ndiri banyak dite.mukan klausula baku hampir di 

se .tiap te .pi jalan kare.na hampir 90% pe.nggunaan klausula baku pada karcis 

digunakan ole.h pe .tugas parkir. De.ngan ke .adaan se .pe .rti ini me .njadi titik le.mah 

dari pe.ngguna jasa parkir dan tidak ada pe .nye .imbang antara pe.laku usaha dan 

pe .ngguna jasa parkir se .laku konsume .n. Dimana apabila te.rjadi suatu 

pe .rmasalahan pasti se.lalu diliat unsur yang te.rjadi kare.na ke .salahan dari pe .tugas 

parkir atau tidak. Jadi de .ngan klausula baku bole .h adanya pe .nggunaaannya te.tapi 

di bole.h adanya pe .ngalihan tanggung jawab se .suai yang di atur di pasal 18 

Undang-Undang Pe .rlindungan Konsume .n No. 8 Tahun 1999 yang be .rbunyi : (1) 

Pe .laku usaha dalam me .nawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

dipe.rdagangkan dilarang me .mbuat atau me .ncantumkan klausula baku pada se .tiap 

dokume .n dan/atau pe.rjanjian apabila: a. me .nyatakan pe .ngalihan tanggung jawab 

pe .laku usaha; b. me .nyatakan bahwa pe.laku usaha be.rhak me .nolak pe .nye .rahan 

ke .mbali barang yang dibe .li konsume .n; c. me .nyatakan bahwa pe .laku usaha be .rhak 

me .nolak pe .nye .rahan ke.mbali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa 

yang dibe.li ole.h konsume .n; d. me .nyatakan pe .mbe .rian kuasa dari konsume .n 

ke .pada pe.laku usaha baik se.cara langsung maupun tidak langsung untuk 

me .lakukan se .gala tindakan se .pihak yang be .rkaitan de.ngan barang yang dibe .li 

ole.h konsume .n se .cara angsuran; e .. me .ngatur pe .rihal pe.mbuktian atas hilangnya 

ke .gunaan barang atau pe .manfaatan jasa yang dibe.li ole.h konsume .n; f. me .mbe .ri 

hak ke.pada pe .laku usaha untuk me .ngurangi manfaat jasa atau me .ngurangi harta 

ke .kayaan konsume .n yang me .njadi obye .k jual be.li jasa; g. me .nyatakan tunduknya 

konsume .n ke .pada pe.raturan yang be.rupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
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pe .ngubahan lanjutan yang dibuat se.pihak ole.h pe .laku usaha dalam masa 

konsume .n me .manfaatkan jasa yang dibe.linya; h. me .nyatakan bahwa konsume .n 

me .mbe .ri kuasa ke.pada pe .laku usaha untuk pe .mbe .banan hak tanggungan, hak 

gadai, atau hak jaminan te.rhadap barang yang dibe .li ole.h konsume .n se .cara 

angsuran. Se .lanjutnya se .te.lah klausula baku biasanya karcis te.rcantum adanya 

tarif pe .ne .ntuan ske.ma tarif dilakukan dalam tiga kate.gori yaitu: 1) tarif te.tap,  

me .ndasarkan pada pe.mbayaran dalam kondisi jam puncak maupun jam tidak 

puncak nilai yang dibayarkan sama be .sarnya siste.m pe .mbayaran be.saran tarif 

yang tidak me .mbe .dakan lama waktu parkir dari suatu ke .ndaraan; 2) tarif 

progre.sif, me .ndasarkan pada jam puncak nilai pe.mbayaran yang dilakukan 

be .rbe.da be.rdasar pada satuan waktu pe.rtama dan satuan waktu be.rikutnya atau 

siste.m pe .mbayaran be.saran tarif yang me .mpe .rhatikan lama waktu parkir suatu 

ke .ndaraan; 3) kombinasi antara tarif te.tap dan tarif progre.sif. 

Ske .ma tarif yang dite.rapkan ole.h Kota Surabaya me .nggunakan ske .ma tarif 

te.tap se.hingga be.rapa lama ke .ndaraan yang di parkir di are.a parkiran tidak 

me .mpe .ngaruhi harga tarif parkir. Jadi dalam se .tiap blok 1 sampai blok 11 te.rdapat 

pe .nge .lola parkir yang me .nge .lola dan se .tiap pe.nge .lola parkir me .miliki pe .tugas 

parkir yang be .rtugas. Dalam pe .nge .lola parkir dapat me .re .krut pe.tugas parkir yang 

ke .mudian dilaporkan ke. dinas pe.rhubungan kota Surabaya yang ke .mudian mulai 

me .ngisi surat ke .sanggupan yang be .risikan aturan aturan pe.tugas parkir baik yang 

dipe.rbole.hkan dan dilarang. Pe .rjanjian pe .rpakiran yang diwujudkan dalam be .ntuk 

karcis parkir me .rupakan pe .rjanjian baku yang dite.ntukan se .cara se.pihak ole.h 

pihak pe.nge.lola parkir, dimana dalam karcis parkir te.rse.but dicantumkan klausula 36
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baku yang me .nguntungkan pihak pe .nge .lola parkir, se .pe.rti misalnya biaya parkir, 

be .sarnya pe.rtambahan biaya parkir untuk pe.rtambahan se.tiap jam, dan de .nda atas 

ke .hilangan karcis parkir.  

Karcis parkir me .rupakan pe.rjanjian baku yang me .rupakan bukti hubungan 

hukum antara pe.nge .lola parkir dan konsume .n. Pada karcis parkir se.bagai bukti 

hubungan hukum antara pe .nge.lola parkir de.ngan konsume .n te .rdapat klausula 

baku yang me .ngalihkan tanggung jawab pe .nge .lola parkir, yaitu “Pe.nge.lola parkir 

tidak be.rtanggungjawab te.rhadap ke .hilangan ke .ndaraan maupun barang-barang 

milik konsume .n yang be .rada di dalam ke .ndaraan se.lama parkir. Klausula baku 

pe .ngalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir te.rse.but me .nce .rminkan bahwa 

pe .nge .lola parkir dapat be .rlindung te .rhadap klausula baku te .rse.but apabila te.rjadi 

ke .hilangan maupun ke .rusakan te.rhadap ke.ndaraan maupun barang-barang milik 

konsume .n yang ada di dalam ke .ndaraan saat diparkir di lokasi parkir yang 

dike.lola pe.nge .lola parkir. Adanya klausula baku te.rse.but hanya me .mbe .rikan 

pe .rlindungan ke .pada pe .nge .lola parkir, dan tidak me .mbe .rikan pe.rlindungan 

hukum ke .pada konsume .n apabila ke.ndaraan maupun barang-barang yang ada di 

dalam ke .ndaraan miliknya hilang atau rusak se .lama di parkir. Klausula baku 

dipe.rbole.hkan digunakan dalam se .tiap pe.rjanjian dalam dunia bisnis, hal ini 

be .rtujuan untuk me .mpe .rmudah dan me .nghe .mat waktu dalam transaksi bisnis. 

Pe .ncantuman klausula baku me .mang dipe.rbole.hkan, akan te.tapi ada ke.te .ntuan di 

dalam Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang -Undang Pe .rlindungan Konsume .n yang 

me .ngatur me .nge .nai pe.ncantuman klausula baku dalam dokume .n pe .rjanjian. Pasal 

1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pe .rlindungan Konsume .n me .ne .ntukan bahwa: 
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“Pe .laku usaha dalam me .nawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk 

dipe.rdagangkan dilarang me .mbuat atau me .ncantumkan klausula baku pada se .tiap 

dokume .n dan/atau pe .rjanjian apabila: (a). Me .ngalihkan pe .ngalihan 

tanggungjawab pe .laku usaha.” Adanya ke.te .ntuan hukum yaitu Pasal 18 Undang - 

Undang Pe .rlindungan Konsume .n me .nge .nai ke .te.ntuan pe.ncantuman klausula 

baku, yang diantaranya me .larang pe .ncantuman klausula baku yang me .ngalihkan 

tanggungjawab, se .harusnya para pe .tugas parkir me .matuhi ke .te.ntuan pe .rundang-

undangan te.rse.but, akan te.tapi pada prakte.knya di be.be .rapa te.mpat parkir di Kota 

Surabaya masih saja pe .tugas parkir me .ncantumkan klausula baku pe .ngalihan 

tanggungjawab dalam pe .rjanjian baku (karcis parkir) yang te.lah me .re.ka buat 

te.rle.bih dahulu. Pada dasarnya karcis parkir yang te .lah dice.tak ke .mudian di 

e .darkan ole.h pe .tugas parkir yang be .risikan pe.rjanjian baku se .harusnya me .lalui 

prose.s pe .rse.tujuan dari Dinas Pe .rhubungan Kota Surabaya kare.na se .harusnya isi 

dari karcis hanya be.risikan me .nge .nai nominal tarif pada se .tiap ke .ndaraan.  

Masih dite.mukan pe .ncamtuman klausula baku yang dibuat pe.nge .lola 

parkir yang me .nguraikan pe.ngalihan tanggungjawab dalam karcis parkir, 

me .nye .babkan dirugikannya konsume .n dan pe.rlindungan hukum tidak diwujudkan 

apabila te.rjadi ke .ndaraan dan/atau barang-barang yang be .rada di ke.ndaraan milik 

konsume .n saat di parkir di are.a parkir yang dijaga pe .nge.lola parkir itu hilang.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 4.1. Kesimpulan 

Be .rdasarkan pe .mbahasan di atas me .nge .nai pe.ngawasan dan pe .rlindungan 

hukum te .rhadap pe.nye .le.nggaraan pe .rparkiran di Kota Surabaya, maka 

pe .nulis dapat me .narik ke .simpulan se .bagai be.rikut : 

1. Dalam Pe .raturan Dae .rah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Te .ntang 

Pe .nye .le.nggaraan Pe.rparkiran Di Kota Surabaya te.lah diatur te.ntang 

Pe .mbinaan dan pe.ngawasan te.rhadap pe.tugas parkir di te.mpat parkir 

yang dise.le.nggarakan ole .h Pe .me .rintah dae.rah dalam hal ini Pe .me .rintah 

Kota Surabaya me .lalui Dinas Pe.rhubungan Kota Surabaya me .lakukan 2 

(dua) be.ntuk pe .ngawasan yaitu pe .ngawasan se .cara pre .ve .ntif dan 

re.pre .sif. Pe .ngawasan pre.ve .ntif te.rhadap pe.nye .le .nggaraan pe .rparkiran 

di Kota Surabaya de.ngan me .mbe .rikan himbauan pe .nyuluhan te .rutama 

ke .pada juru parkir, jika dite.mui hal yang tidak se .suai akan dibe .rikan 

te.guran te .rle .bih dahulu ke .pada juru parkir te.rse .but baik te.guran se.cara 

lisan maupun te .rtulis. Pe .ngawasan re .pre.sif te .rhadap Pe .raturan Dae .rah 

Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Te.ntang Pe.nye .le.nggaraan 

Pe .rparkiran di Kota Surabaya yaitu dilakukan de .ngan cara Pihak 

Ke .polisian Sabhara Kota Surabaya yang be.ke .rja sama de .ngan Dinas 

Pe .rhubungan Kota Surabaya me .lakukan ope .rasi gabungan guna 

me .ne .rtibkan juru parkir, hal te.rse.but dilakukan untuk me .ngurangi 

be .rtambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan ole.h juru parkir di 1

2
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Kota Surabaya. Hasilnya jika didapat atau dike.tahui te.rdapat juru parkir 

liar aparat pe .ne .gak hukum langsung me .nindaknya, awalnya dibe.ri 

pe .ringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x 

maka langsung dike.nakan sanksi atau de.nda. Pe .nilingan Kartu Tanda 

Anggota (KTA) juru parkir juga bisa dilakukan dalam upaya 

pe .rlindungan hukum re .pre.sif ini se.rta tindak pidana ringan atau tipiring 

de .ngan dike.nakan de .nda Rp. 150.000.000,- (se.ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

2. Pe .rlindungan hukum dalam pe .nge .lolaan parkir te.rhadap pe.ngguna 

parkir be.lum diatur se .cara khusus dalam Pe .raturan Dae .rah Kota 

Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 te .ntang Pe .nye .le .nggaraan Pe .rparkiran 

Di Kota Surabaya, se .hingga pe .laksanaan di lapangan masih 

me .nghadapi tantangan, te.rutama dalam hal me .kanisme . ganti rugi atas 

ke .hilangan ke .ndaraan dan be.lum te .rdapat siste.m kompe .nsasi yang baku 

dari pe.me .rintah Kota Surabaya. De.ngan tidak te .rlaksananya pe .mbe .rian 

pe .rlindungan hukum dalam pe .nye .le.nggaraan Pe .rparkiran di Kota 

Surabaya te.rse.but te.ntunya dapat me .ngakibatkan dilanggarnya hak 

yang se.harusnya dibe.rikan ke .pada pe .ngguna jasa parkir. 

 

4.2. Saran  

Be .rdasarkan ke .simpulan di atas, maka pe.nulis me .nyarankan 2 hal yang 

diharapkan dapat me .njadi masukan dalam pe .rsoalan ini. Adapun saran 

pe .nyusun se.bagai be.rikut: 

1

1
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1. Dipe .rlukan upaya pe.ngawasan yang le.bih aktif ole.h Pe .me .rintah Kota 

Surabaya dalam pe .nye .le .nggaraan pe.rparkiran di Kota Surabaya, se .pe.rti 

me .lakukan sosialisasi yang bukan hanya se .cara ve .rtical ke.pada 

masyarakat saja, te.tapi juga sosialisasi se.cara horizontal ke.pada se.sama 

pe .ne .gak hukum untuk me .nyamakan pandangan atau pe.mahaman dalam 

hal ke.we .nangan yang ada dalam pe .nye .le.nggaraan pe.rparkiran di Kota 

Surabaya de.ngan harapan agar pe .ne .gak hukumnya mampu me .laksanakan 

pe .ne .gakan hukum se .suai de .ngan ke.te .ntuan dalam Pe .rda Pe.rparkiran. 

2. Dipe .rlukan pe .raturan yang pasti dan je.las te.rkait aturan dalam 

pe .rlindungan hukum untuk pe .ngguna parkir yang dituangkan dalam aturan 

Pe .me .rintah Dae .rah Kota Surabaya se .suai de.ngan tujuan hukum yang 

dike.he .ndaki yaitu me .mbe .rikan ke .pastian, ke .adilan, se.rta ke .manfaatan 

hukum dalam pe .nye .le .nggaraan pe.rparkiran di Kota Surabaya. 
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